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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama 

Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku 

dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam 

buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992. 

a. Konsonan 

  Tidak dilambangkan = ا

 B = ب

 T   = ث

 Ta  = خ

 J  = س

 H = ط

 Dz = ر

 

 R   = ص

 

 Z   = ػ
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 Kh = خ

 D = د

 

 S  = ط

 

 Sy   = ػ

 

 Sh  = ص

 dl   = ع

 

 th   = ط

 

 dh = ظ

 

 (mengahadap ke atas) „ = ع

 gh = ؽ

 

 f   = ف

 

 q  = ق

 

 k   = ن

 l  = ي

 

َ =  m 

 

ْ =   n 

 

ٚ =  w 

 

ٞ =   h 

 

ٞ   =   y 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 

tanda koma di atas („), berbalik dengan koma („) untuk penggantian lambang ع. 



 
 

xv 
 

b. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

a = fathah 

i = kasrah 

u = dlommah 

Â 

î 

û 

ياق menjadi qâla 

يٞق menjadi qîla 

 menjadi dûnaدْٚ

Khusus untuk bacaanya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya‟ nisbat 

diakhirnya.  Begitu  juga  untuk  suara  diftong,  wawudanya‟  setelah  fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong Contoh 

aw = ٚ 

 

ay = ٞ 

 menjadi qawlunلىً

 

طٞخ menjadi khayrun 

 

c. Ta‟marbûthah (ة) 

Ta‟  marbûthah  (  ة(ditransliterasikan  dengan  “t”  jika  berada  di  

tengah kalimat,    tetapi    ta‟    marbûthah    tersebut    berada    di    akhir    

kalimat,    maka ditransliterasikan  dengan  menggunakan  “h”  misalnya    

ةطدصَييا ةيططيا   menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-

tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
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dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat 

berikut, miasalnya ٟصحّت ٍ٘لا ف menjadi fi rahmatillâh 

d. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” )اي(dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah- 

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh- contoh berikut : 

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……………………… 

b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ………….. 

c. Masyâ‟Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 

d. Billâh „azza wa jalla 

e. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal 

kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

 Contoh :  

 umirtu  -  أِغج  syai‟un - شٟء

ْٜٜيا    -   an-nau‟un            ْٚسخأس   -ta‟khudzûna 

 

f. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 
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dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh :  ٖٞقػاطيا طٞخ  ٜٖي  ْاٚ ٍ٘لا    -   wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital 

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk 

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya. 

Contoh : 

 ً ُ اآي صعى  wa maâ Muhammadun illâ Rasûl = ِٚا دِح

طٌذصي ضغٚ  ٠ذث    inna Awwala baitin wu dli‟a linnâsi  =اْ اٚي 

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital 

tidak dipergunkan. 

Contoh:  

ةٞلظ ططف  طصٚ ِٗ ٍ٘لا  = nasاrun minallâhi wa fathun qarȋb 

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

hkan dengan ilmu tajwid. 
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ABSTRAK 

Romlah, Siti. 17220154, 2017. Implikasi Hukum PP No. 20 Tahun 2020 Tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI Terhadap Pemenuhan 

Kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia Kepada Nasabah (Studi Di PT. 

Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang). Skripsi, Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH. 

Kata kunci : Penyertaan Modal, Pemenuhan kewajiban, Asuransi 

Asuransi merupakan lembaga keuangan Non Bank, sebuah perusahaan swasta yang 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai macam produk Asuransi 

digunakan sebagai penanganan risiko dimasa depan. Jiwasraya merupakan Perusahaan 

Asuransi tertua di Indonesia, kurangnya manajemen administrasi yang dilakukannya 

membuatnya mengalami kepailitan hingga menunggak pembayaran klaim nasabah. 

Dengan adanya peristiwa tersebut membuat pemerintah harus mengakuisisi guna 

membayarkan klaim nasabah namun, tidak tercukupi, sehingga dimusyawarahkan dengan 

penerbitan peraturan terbaru yaitu PP Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan 

penyertaan modal saham kepada BPUI. Dengan adanya peraturan tersebut menimbulakan 

pertanyaan terkait adanya implikasi dalam penyelenggarannya dalam internal perusahaan 

Asuransi di bawah naungan Holding Asuransi PT. BPUI. Penyusunan penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data dan teknik 

wawancara langsung dengan narasumber serta mengamati penegakan hukum di lapangan 

dan dilenggapi dengan Dokumentasi lapangan lokasi Penelitian. Adapun hasil penelitian 

yang dilakukan di PT. Jasindo Cabang Malang terdapat fakta bahwa tidak terjadi 

Implikasi hukum apapun di sana. Dampak yang terjadi adalah hanya pada bentuk 

administratif dan strukturalnya saja, tetapi tidak dengan pemenuhan kewajiban yang 

dilakukan oleh Jasindo kepada Nasabah. Aturan yang disinyalir berjalan sesuai dengan 

SOP dan tetap mengacu pada Undang-Undang no 40 tentang Perasuransian tahun 2007. 
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ABSTRACT 

Romlah, Siti. 17220154, 2017. Legal Implications of PP No. 20 of 2020 

concerning the addition of BPUI's Equity Participation in Fulfilling the 

Obligations of PT. Asuransi Jasa Indonesia To Customers (Study At PT. 

Asuransi Jasa Indonesia Malang Branch). Thesis, Sharia Economic Law 

Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH. 

Keywords: Equity Participation, Fulfillment of obligations, Insurance 

Insurance is a non-bank financial institution, a private company whose 

existence is very much needed by the community. Various kinds of insurance 

products are used as a risk management in the future. Jiwasraya is the oldest 

insurance company in Indonesia, the lack of administrative management that it 

does makes it bankrupt and is in arrears in paying customer claims. With this 

incident, the government had to acquire it in order to pay customer claims, 

however, it was not sufficient, so it was discussed with the issuance of the latest 

regulation, namely PP Number 20 of 2020 concerning the addition of share 

capital participation to BPUI. With this regulation, it raises questions regarding 

the implications of its implementation in internal insurance companies under the 

auspices of Holding Asuransi PT. BPUI. The preparation of this research uses 

empirical legal research, with data collection and direct interview techniques 

with resource persons as well as observing law enforcement in the field and 

completed with field documentation of the research location. The results of 

research conducted at PT. Jasindo Malang Branch there is a fact that there are 

no legal implications there. The impact that occurs is only in its administrative 

and structural form, but not with the fulfillment of obligations carried out by 

Jasindo to customers. The rules are allegedly running in accordance with SOPs 

and still refer to Law No. 40 concerning Insurance in 2007. 
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 ملخص البحث

بشأْ ئضافت ِشاسوت  ٌٕٕٓٓغٕت  PP No. 20 . ا٢راس اٌما١ٔٛٔت ٌـ5ٕٔٓ، 5ٕٕٓٔ71ٔ، ع١خٟ.  ٍِتس

ٌٍؼّلاء )اٌذساعت فٟ  PT. Asuransi Jasa Indonesia فٟ اٌٛفاء باٌخضاِاث BPUI حمٛق ٍِى١ت

أطشٚحت ، بشٔاِش دساعت لأْٛ اٌشش٠ؼت  .(PT. Asuransi Jasa Indonesia Malang فشع

الالخظاد٠ت ، و١ٍت اٌشش٠ؼت ، صاِؼت ِٛلأا ِاٌه ئبشا١ُ٘ اٌحى١ِٛت الإعلا١ِت ، ِالأش. اٌّششف: د. 

 .SH. ،MHٛاسٚي ٘ذا٠ت، خ

اٌّشاسوت فٟ سأط اٌّاي ، اٌٛفاء بالاٌخضاِاث ، اٌخأ١ِٓالكلمات المفتاحية:   

اٌخأ١ِٓ ِإعغت ِا١ٌت غ١ش ِظشف١ت ، ٟٚ٘ ششوت خاطت ٠حخاس اٌّضخّغ ئ١ٌٙا بشذة. ٠خُ اعخخذاَ أٔٛاع 

ٟ٘ ألذَ ششوت حأ١ِٓ فٟ ئٔذ١ٔٚغ١ا ،  Jiwasrayaِخخٍفت ِٓ ِٕخضاث اٌخأ١ِٓ واداسة ٌٍّخاطش فٟ اٌّغخمبً. 

ٚٔمض الإداسة الإداس٠ت ٠ضؼٍٙا ِفٍغت ِٚخأخشة فٟ عذاد ِطاٌباث اٌؼّلاء. ِغ ٘زا اٌحادد ، واْ ػٍٝ 

اٌحىِٛت الاعخحٛار ػ١ٍٙا ِٓ أصً عذاد ِطاٌباث اٌؼّلاء ، ِٚغ رٌه ، ٌُ ٠ىٓ رٌه واف١اً ، ٌزٌه حّج ِٕالشخٗ 

. BPUIبشأْ ئضافت ِشاسوت سأط اٌّاي ئٌٝ  ٌٕٕٓٓؼاَ  ٕٓسلُ  PPاً ِغ ئطذاس أحذد لائحت ، ٚححذ٠ذ

ِغ ٘زا إٌظاَ ، فأٗ ٠ز١ش حغاؤلاث بشأْ ا٢راس اٌّخشحبت ػٍٝ حٕف١زٖ فٟ ششواث اٌخأ١ِٓ اٌذاخ١ٍت ححج سػا٠ت 

. ٠غخخذَ ئػذاد ٘زا اٌبحذ اٌبحذ اٌمأٟٛٔ اٌخضش٠بٟ ، ِغ صّغ اٌب١أاث Asuransi PT. BPUIاٌمابضت 

حم١ٕاث اٌّمابٍت اٌّباششة ِغ اٌخبشاء ٚوزٌه ِشالبت ئٔفار اٌمأْٛ فٟ ٘زا اٌّضاي ٚاعخىّاٌٗ ِغ اٌخٛر١ك ٚ

ٕ٘ان حم١مت أٔٗ لا  PT. Jasindo Malang Branchا١ٌّذأٟ ٌّٛلغ اٌبحذ. ٔخائش اٌبحذ اٌخٟ أصش٠ج فٟ 

ٚا١ٌٙى١ٍت ، ٌٚىٓ ١ٌظ ِغ اٌٛفاء حٛصذ آراس لا١ٔٛٔت ٕ٘ان. اٌخأر١ش اٌزٞ ٠حذد ٘ٛ فمظ فٟ اٌشىً الإداسٞ 

ٌٍؼّلاء. ٠ضُػُ أْ اٌمٛاػذ حؼًّ ٚفمًا لإصشاءاث اٌخشغ١ً اٌّٛحذة ٚلا  Jasindoبالاٌخضاِاث اٌخٟ ٠مَٛ بٙا 

 ..5ٕٓٓبشأْ اٌخأ١ِٓ فٟ ػاَ  1ٓحضاي حش١ش ئٌٝ اٌمأْٛ سلُ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

iiIndonesia adalah..Negara dengan populasi masyarakat majemuk. 

Hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Saling bantu 

membantu, tolong-menolong dan toleransi terhadap perbedaan. Suatu 

perbedaan yang menjadikan gaya hidup mereka berbeda-beda, kebutuhan pun 

juga berbeda. Suatu kebutuhan yang telah diukur dari klasifikasi lapisan 

masyarakat. Dan dengan adanya pengkalasifikasian masyarakat ini pula 

menjadikan masyarakat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih tertata. 

Menata masa depan dengan menanggulangi resiko yang menhambat masa 

depan. 

Salah satu cara masyarakat dalam menanggulangi resiko dimasa depan 

adalah dengan menginvestasikan pendapatannya di Asuransi. Dimana asuransi 

sangat berperan besar bagi keberlangsungan masa depan masyarakat, terutama 

di Indonesia. Lapisan masyarakat sangat mengenal akan produk asuransi jiwa, 

sebagaimana Asuransi jiwasraya sebagai asuransi jiwa tertua di Indonesia. 

Namun seiring berkembangnya perindustrian Asuransi, banyak sekali macam 

produk asuransi yang ditawar kan. Diantaranya adalah Asuransi jasa, 

kendaraan, pendidikan, pengangkutan dan lain sebagainya. 

Asuransi merupakan lembaga keuangan Non Bank, sebuah perusahaan 

swasta yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana  
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begitu banyak produk yang telah dipasarkan disana, diantaranya, Asuransi 

Jiwa, asuransi Pendidikan, dan lain-lain. Seorang agen yang memperkenalkan 

sekaligus menawarkan produk asuransi ini tentu harus memiliki sebuah 

keterampilan dalam meyakinkan dan benar-benar memberikan pengetahuan 

akan produk yang ditawarkannya. Bagaimana mereka memahami calon 

nasabah akan kekurangan dan kelebihannnya. sehingga nantinya akan 

memberikan kepuasan dan keuntungan bagi keduanya. Pengetahuan yang 

paling diutamakan adalah polis yang tertera. Tidak hanya fokus pada tawar 

meanawar premi yang diansurkan. 

Kebutuhan individu ataupun bisnis dirasa sangat dibutuhkan jasa 

daripada Asuransi tersebut. Asuransi menjadi salahsatu saran..dan,,prasarana 

untuk menghadapi risiko-risiko dasar seperti risiko kematian dan risiko harta 

benda, serta dunia usaha dalam melakukan usaha dengan berbagai risiko yang  

dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Asuransi adalah metode yang paling 

umum digunakan, meskipun ada banyak cara untuk menangani risiko. 

Asuransi berjanji untuk melindungi tertanggung dari risiko individu dan bisnis 

yang tercakup dalam kontrak.  

Asuransi di Indonesia terdapat pembagian dalam dua jenis, yakni 

asuransikKonvensional dan.Asuransi Syariah. Bermula dari kehati-hatian 

masyrakat muslim dalam bertransaksi untuk menghindari hal-hal yang bersifat 

Riba, muncullah Asuransi syariah sebagai solusinya. Sebagaimana pada bank 

Syariah yang memberikan aka dang berbeda kepada pihak tertanggung sesuai 

dengan pedoman syariah. 
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Sebagaimana diketahui bahwa Asuransi jiwasraya merupakan asuransi 

jiwa tertua di Indonesia, keberadaaannya sangat dibutuhkan bagi masyrakat 

untuk mempersiapkan solusi resiko di masa tuanya nanti. Banyaknya para 

nasabah para megang polis begitu mempercayai Jiwasraya sehingga para 

masyrakat berbondong-bondong mempercayakan dananya untuk dikelola oleh 

asuransi Jiwasraya. Namun pada tahun 2018 Asuransi jiwasraya mengeluarkan 

anggaran biaya dana periklanan menyebabkan kerugian besar yang 

menyebabkan gagalnya bayar klaim asuransi para nasabah. Kerugian yang 

yang dialami jiwasraya sendiri bukanlah jumlah kecil, para ratusan pemegang 

polis menunggu lama dalam pencairan klaim nya. Hal itu mengakibabtkan 

jiwasraya di akuisisi oleh pemerintah BUMN untuk bisa mengatasi masalah 

gagal bayar klaim asuransi. 

Akuisisi dari pemerintah tidak juga memberikan hasil sebagaimana 

yang diharapkan. Para pemerintah mengadakan berbagai kajian untuk bisa 

menutupi kerugian dan mencari solusi terbaik dalam meng indukkan keuangan 

non bank di bidang asuransi. Pemerintah melakukan berbagai kajian dalam 

menanggulangi kerugian dan permasalahan di industry asuransi dengan 

melahirkan suatu Holding Asuransi. Dimana Holding ini akan menjadi induk 

asuransi pada industry Asuransi di Idonesia. Dari berbagai proses kajian 

tersebut hingga mendapat kekuatan hukum yaitu Pada tangggal 16 maret 2020 

telah diresmikan peraturanHpemerintah NomorH20 tahunH2020 tentang 

penambahan penyertaan “modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT.” 

BahanaHPembinaan “Usaha.Indonesia” (BPUI). Sejak diresmikannya 
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“peraturan pemerintah” tersebut BPUI resmi dijadikan sebagai Holding 

Asuransi.  

Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) menyatakan bahwa dengan 

adanya pembentukan induk holdingAsuransi dan penjaminan ini telah 

menerima banyak keuntungan bagi perusahaan tersebut. yaitu, dengan sebuah 

peningkatanHkualitas.sumberHdaya.manusiaH(SDM).danHdariLLsegiHpenge

-mbangan teknologi-teknologi di perusahaan jauh lebih baik. Dan begitupun 

dengan itu, dimanan nanti nya tingkat  dalam setiap pelayanan yang nanti nya 

akan dipersembahkan kepada para masyarakat itupun akan jauh lebih dari 

maksimal. Lain daripada hal tersebut, dimana dengan lebih banyaknya suatu 

yang melebihi kapasitas akan semakin bisa menjadi sesuatu yang membuat 

lebih banyak lagi suatu produk-produk yang nanti nya dibutuhkan dari pada 

masyarakat ataupun pemerintah. Dan dari berbagai kapasitas yang kuat, 

holding asuransi dapat pula nantinya dengan lebih mudah untuk bekerja secara 

bersama-sama. Dimana hal tersebut sebagaimana suatu kerjasama mitra 

internasional dalam yang melaukakan suatu kersama dalam pengembangan 

produk.  

Adanya Peraturan Peraturanhpemerintah Nomorh20 Tahunh2020 

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI. Dimana dengan adanya 

PP tersebut telah diresmikan bahwa BPUI telah menjadi Holding Asuransi dan 

penjaminan, dimana sudah beranggotakan Perusahaan perseroan (Persero) PT. 

Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(JASINDO), PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan PT. Jaminan Kredit 
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Indonesia (JAMKRINDO) yang mana mereka berubah menjadi perseroan 

terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas.
1
 Pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa 

Indonesia kepada nasabah menjadi kegelisahan kepekaan lingkungan dan 

peraturan terbaru yang dengan sendirinya menjadi acuan untuk melakukan 

suatu penelitian yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM PP NO. 20 TAHUN 

2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM 

BPUI TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PT. ASURANSI JASA 

INDONESIA KEPADA NASABAH”.  

 

B. Rumusan masalah  

BerdasarkanHpenjelasan latarHbelakang diatasHpeneliti menemukan dua 

rumusanHmasalah yaitu sebagai berikut:  

1. BagaimanaHimplikasiHhukumHPP.No..20HTahunH2020Ktentang Pena-  

mbahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban 

PT.HAsuransi JasaHIndonesia kepada nasabah? 

2. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia 

kepada nasabah pasca dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 2020 ditinjau 

dalam perspektif hukum Islam? 

C. TujuanHpenelitian  

Berdasarkan dari kedua rumusanHmasalah dia atas, mempunyaiHbeberapa 

tujuanHdalam penelitianHini, berikut dibwah ini: 

                                                             
1
 PeraturanKpemerintah RepublikKIndonesia Nomor.L20 tahun 2020 pasal 4 
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1. UntukHmengetahui danHmemahami implikasi hukum PP No.H20 

TahunH2020 tentangHPenambahan PenyertaanHModal Saham BPUI 

terhadap pemenuhan kewajiban PT.HAsuransi JasaHIndonesia kepada 

nasabah. 

2. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia 

kepada nasabah pasca dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 2020 ditinjau 

dalam perspektif hukum Islam. 

D. ManfaatHPenelitian 

1. SecaraHTeoritis 

Secara teori, banyak dari “hasil  penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman “ bagaimana caranya. implikasi hukum 

PP.No No.H20 TahunH2020 tentangHPenambahan 

PenyertaanHModal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. 

Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah, yang mana PT.HAsuransi 

JasaHIndonesia merupakan anggota Holding Asuransi. 

2. “Secara Praktis” 

“Secara Praktis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini dapat 

dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi beberapa 

aspek, antara lain:” 

a. BagiHlembaga, halHini merupakan suatu ajang promosi lembagi 

untuk memerluas jaringan dan kerjasama antar lemabaga. 

b. Begitupun dengan masyrakat untuk Memberikan ilmu kepada 

masyarakat madani bila berdiri dengan komitmen dan semangat 
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juang yang tinggi untuk kepentingan masyarakat kekekhawatiran 

resiko dimasa depan serta memperjelas dan memahamkan para 

pemegang polis dalam meinvestasikan dananya di perusahaan 

Asuransi jasa Indonesia terkait pemenuhan kewajiban PT. Asuransi 

Jasa Indonesia kepada nasabah.  

c. Bagi peneliti, memnambah pengalaman luar bisa dan akademis, 

ilmu pengetahuan teknologi dan bahasa ataupun suatu wawasan 

dalam bidang implikasi hukum “PP No. 20 Tahun 2020 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap 

pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada 

nasabah.” Dan pentingnya adalah Lebih memahami akan 

peransurasian untuk meminimalisisr kerugian dimasa depan. 

E. Definisi Operasional 

1. Implikasi Hukum 

Islamy (2003, 114-115), dalam bukunya  menyatakan bahwa 

implikasi merupakan proses perumusan kebijakan yang dihasilkan 

dariPsegala sesuatunya. DenganPkata lainPimplikasi adalahPakibat-

akibatPdan konsekuensi-konsekuensiPyang ditimbulkanHdengan 

dilaksanakannyaPkebijakan atauPkegiatanPtertentu. 

SilalahiH(2005:H43),HmenyimpulkanHdalamKKbukunya 

bahwaHKonsekuensi adalahPakibat yangPtimbul dari pelaksanaan 

suatuPprogram atauPkebijakan, yangPdapat bersifatPbaik atau buruk 
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bagi pihak-pihakPyang menjadiPsasaran pelaksanaanPprogram atau 

kebijakanPtersebut. 

Implikasi menurut kamusPbesar bahasaPIndonesia adalah 

pelaksanaan atau penerapan.
2
 Implikasi mengarah pada adanya 

tindakan, aktivitas, tindakan, dan beberapa mekanisme dari sistem. 

Implikasinya bukan sekadar melihat aktivitas, tetapi aktivitas 

terencana yang membantu Anda mencapai tujuan tertentu.  

 Oleh karena itu, implikasi hukumnya adalah bahwa satu unsur 

saling terkait sebagai akibat dari pengesahan dan pemberlakuan 

peraturan  yang terakhir. 

2. Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 

Dijelaskan dalam PP No 44 tahun 2005 bahwa: Penyertaan Modal 

Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan 

cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal 

BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara 

korporasi.
3
 

3. Asuransi/Penanggung 

Bagi Wirjono Prodjodikoro “Asuransi merupakan sesuatu persetujuan 

pihak yang menjamin serta berjanji kepada pihak yang dipastikan, buat 

menerima beberapa duit premi selaku pengganti kerugian,hyang 

                                                             
2
 http://kbbi.web.id/Implikasi/dakses pada17 November 2021 

3
 Peraturan pemerinta (PP) No.44 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan 

Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 7. 

http://kbbi.web.id/Implikasi/dakses%20pada17
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bisakjadi hendak dialamipoleh yang dipastikan sebab akibat dari 

sesuatu kejadian yang belumpjelas.”
4
 

4. Nasabah/Tertanggung 

“Tertanggung” dalam sebuah Polis Asuransi menunjukan pada orang 

atau pihak yang memperoleh jaminan penggantian keruian dari 

penyedia Asuransi ketika terjadi resiko yang dimaksud dalam polis. 

Dalam polis Asuransi jiwa, tertanggung adalah kepala keluarga atau 

anggota keluarga yang memiliki nilai ekonomi. 

5. Pemenuhan kewajiban 

Premi  adalah kewajiban  tertanggung kepada perusahaan asuransi 

berupa pembayaran berkala yang besarnya tergantung pada faktor-

faktor penyebab tinggi rendahnya tingkat risiko dan besarnya nilai 

pertanggungan. Jika risiko kerugian sangat tinggi, premi yang 

dibayarkan juga akan lebih tinggi daripada  kerugian kecil. 

F. Sistematika Pembahasan 

Tersususnnya penelitian ini, penulis mencantumkan informasi-

informasi penting yang berdasar pada ketentuan penyusunan karya ilmiyah 

(penelitian skripsi) pada pedomanHkarya tulisHfakultas SyariahHUIN 

MaulanaHMalik IbrahimHMalang, meliputi: Abstrak,Hdaftar isis, daftar 

pustaka,Hfoto-foto kegiatanl peneltian (dokumentasi), danHsejumlah 

dokumenHlainnya. LaporanHpenelitian iniHdisajikan dalamHlima bab, 

yaituHbab Ihingga babHV. berikut uraiannya: 

                                                             
4
 ZainuddiniAli, HukumpAsuransi Syariahp(Jakarta: SinarpGrafika,p2008),01 
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Bab pertama membahas bab pendahuluan, yang mana peneliti akan 

memaparkan sekaligus menguraikan daripada latarHbelakang lmasalah 

penelitian, rumusanhmasalah daripada latar belakang, tujuan penelitian 

daripada rumusan masalah,hmanfaat penelitiandaripada terbentuknya hasil 

penelitian, definisi operasional daripada tema penelitian danHsistematika 

penelitian. 

BabHkedua membahas bab kajianHpustaka, Di sini, peneliti 

mengeksplorasi perspektif teoritis dengan mengumpulkan dan meneliti 

berbagai literatur perusahaan asuransi. Dasar daripada adanya suatu 

Landasan teoritis ini dikaitkan dengan hasil penelitian yang berhubungan 

dengan suatu perbandingan konsep dalam implementasi PP no 20 tahun 

2020 yang terjadi di perusahaan tersebut. Disertakan pula dalam bab ini 

dengan mencantumkan penelitian terdahulu sebagai referensi dan 

pembanding dari pada masing-masing penelitian. 

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian, dimana disini 

dijelaskan bagaimana metode penelitian dalam merampungkan dan 

mebuktikan hasil penelitian ini terbentuk. Adapun elemennya meliputi 

sebuah desain peneltian danHlangkah-langkah metodologiHdalam proses 

pengumpulanHdata dan analisisHdata. Yang mana pada BabHiniHterdiri 

dari beberapa anak sub yang terdiri dari : jenisHpenelitian, llokasi 

penelitian, jenishdan sumberkdata, teknik pengumpulanldata danlteknik 

analisisldata. 
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BabHkeempat yaitu hasil penlitian danHpembahasan, suatu 

pemaparan 0leh peneliti menuangkan hasil penelitiannya melalui teknik 

metode penelitian yang berdarkan pada penjelasan bab ketiga, Di sini, data 

adalah informasi deskriptif  dari hasil wawancara dan observasi, yang 

nantinya akan diolah, disintesis, diorganisasikan, dipilah, dan diklarifikasi 

sesuai  penelitian  yang ada. Kemudian, data yang sudah siap natinya akan 

disajikan dalam tahap analisis data  yang sesuai dengan perspektif daripada 

suatu teori yang ada serta di tunjukkan arah yang mana nantinya mamapu 

dalam menjawab dari rumusan masalah yang dijelaskan pada bab pertama. 

Bab kelima berisi penutup, pada baba penutup ini merupakan 

langkah terahir dalam tersusunnya penelitian ini, yang mana pada baba ini 

menjelaskan suatu kesimpulan uraian penelitian dari mulai tema sampai 

hasil penelitian. Memberikan penjelasan secara lugas dan singkat 

berbentuk poin-poin dari pada rumusan masalah. Agar bertemu titik temu 

permasalahn pada masing-masing poin permasalahan.  Kemudian terdiri 

dari kesimpulan dan saran. Di sini, peneliti menjelaskan secara singkat 

temuan penelitian. sehingga kita dapat menemukan inti permasalahan  dan 

menyelesaikannya. Peneliti kemudian membuat proposal kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam penelitian ini.  
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BABIIII 

KAJIANIPUSTAKA 

A. PENELITIANITERDAHULU 

PenelitianIPertama Yakni, penelitian yangLdilakukan olehOIzak Kelbulan  

dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja 

Keuangan Bumd Di Provinsi DIY”. 
5
 Kelbulan mempunyai tiga rumusan masalah 

yakni : Pertama, Akankah Kepemilikan Pemkot Berdampak pada Pertumbuhan 

Aset BUMD DIY? Kedua, apakah rasio investasi kota mempengaruhi efisiensi 

BUMD DIY? Penanaman modalOyang diberikanOoleh pemerintahHdaerah 

terhadapHkinerja keuanganHBUMD diHDIY? 

Berdasarkan telaah dari setiap rumusan permasalahan yang dibuat oleh 

peneliti diatas, namun tentunya akan ada perbedaan dati penelirian yang dibuat 

oleh penulis. Walaupun dengan dengan demikian ada esamaan dalam tema yang 

dibahas memiliki kesamaan dalam membahas mengenai bagimana penyertaan 

modal Modal Negara. Perbedaan mendasarnya terhadap objek penelitiannya, yaitu 

Asuransi. 

PenelitianLKedua yakni,Lpenelitian yangLdilakukan oleh Agung Dinarjito 

dalamLpenelitiannya yangLberjudul “Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan 

Aset Dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara”
6
 Dinarjito mempunyai dua 

rumusan masalah yakni : Apakah PMN yang diterima BUMN mempengaruhi 

                                                             
5
 “Izak Kelbulan, Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap 

Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan Bumd Di Provinsi DIY, Jurnal, 

(Yogyakarta : Jurnalea, 2015)” 
6
 “Agung Dinarjito, Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Badan Usaha 

Milik Negara, Jurnal Akuntansi, (Banten : Politeknik Keuangan Negara STAN, 2019 ).” 
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kinerja BUMN dan pertumbuhan aset pada tahun penerimaan PMN, dan apakah 

PMN dan pertumbuhan aset  berpengaruh secara gabungan terhadap kinerja 

BUMN pada tahun penambahan PMN? Dari rumusan perkara diatas bisa ditinjau 

bahwa permasalahn ini yang diambil bagaimana memperbandingkan antar dimana 

efek BUMN  

 terhadap kinerjanya. 

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Muhammad Ridwan Lubis yang 

berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam 

Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.” 

Dalam penelitian ini Ridwan mempunyai tiga rumusan masalah yakni yang 

pertama Bagaimana status keuangan daerah yang masuk dalam BUMD sebagai 

modal perseroan terbatas dalam pelaksanaannya? Kedua, berapa kerugian 

pemerintah atas aset daerah yang dipisahkan dari BUMD sebagai perseroan 

terbatas yang defisit? 3. Apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi  

perbedaan penerapan aturan tersebut? 

Penelitian yang keempat oleh Anantawikrama Tungga Atmadja dengan 

judul “PENYERTAAN MODAL SOSIAL DALAM STRUKTUR 

PENGENDALIAN INTERN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) (Studi 

Kasus pada LPD Desa Pakraman Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten 

Buleleng, Propinsi Bali)”. Dalam penelitiannya Anantawikrama mempunyai 

rumusan masalah yang Ini menarik untuk dibahas. Yaitu, pertama 4.444 motivasi 

dan alasan dibentuknya LPD, kedua struktur organisasi yang mengatur hubungan 

antara LPD dengan seluruh pemangku kepentingan, dan ketiga bentuk partisipasi 
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modal sosial dalam struktur pengendalian intern LPD.  Fokus kajian yang akan 

dibahas adalah bagaimana peranan lembaga keuangan desa tersebut terhadap 

pengelolaannya. Dan dari hasil yang didapat adalah LPD memiliki berbagai 

lembaga yang mengatur adat-istiadat desa pakraman dan kegiatan LPD sebagai 

entitas utama, dan hubungan mereka didasarkan pada modal sosial yang berbasis 

ideologis TriLHita Karana.LModal sosialLyang terkandung dalamLstruktur 

pengendalianLintern LPD berupaLkepercayaan, jejaring sosial dan pranata sosial. 

  

No IDENTITAS JUDUL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Izak 

Kelbulan 

Analisisssss 

Pengaruhhhh 

Penyertaannnn 

Modallll 

Pemerintahhhh 

DaerahHTerhada

p Pertumbuhannn 

Aktiva,HEfisiensi

,DanHKinerja 

KeuanganHBumd 

Di ProvinsiHDIY 

Sama-sama 

membahas 

mengenai 

penyertaan 

modal Negara.  

Penelitian ini 

lebih mebahas 

bagaimana 

penerapan pada 

pola pertumbuhan 

aktiva dan kinerja 

keuangannya 

pula. 

2 Agung 

Dinarjito 

Penyertaannnnn 

ModalHNegara 

Sama-sama 

membahas 

Membahas 

bagaimana PMN 
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Pertumbuhannnn 

Aset DanlKinerja 

BadanHUsaha 

MilikHNegara 

mengenai 

penyertaan 

modal berbeda. 

terhadap 

pertumbuhan 

asset dan kinerja 

BUMN. 

3 Muhammad 

Ridwan 

Lubis 

AnalisisHYuridis 

Terhadappppp 

Kedudukannnnn 

KeuanganlNegara 

Dalamnnnn 

Penyertaannnnn 

ModalHDaerah 

PadaHBUMD 

BerbadanlHukum 

Perseroannnnn 

Terbatassssss 

  

4 Muhammadi 

Ridwanllll 

Lubisssss  

AnalisiskYuridis 

Terhadapppp 

Kedudukannnnn 

KeuanganlNegara 

Dalammmm 

Penyertaannnn 

ModalHDaerah 

PadaHBUMD 
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BerbadanHHuku

mlPerseroan 

Terbatas.ssssss 

 

B. KAJIANHTEORI 

1. TinjauanlUmum TentanglAsuransi 

a. Pengertian Asuransi 

Kata "asuransi" berasal dari kata Belanda yang berarti "penjamin" 

dan menggunakan kata "verzekering" dalam istilah hukum Belanda. Ini 

disebut asuransi dalam bahasa Inggris. Kata ini disalin  dalam bahasa 

Indonesia dengan kata 'peranggungan'..
7
 

Secaraiterminologi asuransipmerupakan sesuatu jalinan yang 

berupappenggabungan konvensi buat silih membantu, yang sudah diatur 

dengan sistem yang apik buat beberapa manusia yang seluruhnya sudah 

siap buat mengalami sesuatu kejadian.
8
 

Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah “sesuatu perlengkapan 

buat kurangi resiko dengan mencampurkan beberapa bagian yang 

berisikoHsupaya kerugian orang secaraHkolektif bisaHdiprediksi. 

Kerugianyang bisa diprediksiHtersebut setelah itu dipecah serta 

didistribusikanHsecara sepadan dilantara seluruh bagian dalam 

                                                             
7
 KuatkIsmanto, AsuransilSyariah (TinjauanpAsas-asas HukumpIslam), (Yogyakarta:pPustaka 

Pelajar,k2009), 20 
8
 Abdurrauf,li“Asuransi dalam Pandangan Fikih Kontemporer”, (Al Iqtishad,p2 Julip2010), 141 
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gabunganHtersebut.
9
 

Bagi Wirjono Prodjodikoro “Asuransi merupakan sesuatu 

persetujuan pihak yang menjamin serta berjanji kepada pihak yang 

dipastikan, buat menerima beberapa duit premi selaku pengganti 

kerugian,hyang bisakjadi hendak dialamipoleh yang dipastikan sebab 

akibat dari sesuatu kejadian yang belumpjelas.”
10

 

 “Definisi iuran pertanggungan jua disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 

(1) Undang- Undang nomor  40 Tahun 2014 wacana Perasuransian, 

premi merupakan perjanjian antara 2 pihak, artinya industri iuran 

pertanggungan dan  pemegang polis, yg jadi bawah buat penerimaan 

premi sang industri premi selaku imbalan buat memberikan penggantian 

kepada tertanggung ataupun pemegang polis karena kerugian, 

kehancuran, bayaran yg mencuat, kehabisan keuntungan, ataupun 

tanggung jawab hukum kepada ketiga yg mampu jadi dialami 

tertanggung ataupun pemegang polis karena terbentuknya sesuatu 

insiden yg tidak tentu; ataupun membagikan pembayaran yg didasarkan  

di meninggalnya tertanggung ataupun pembayaran yang didasarkan  

pada hidupnya tertanggung dengan khasiat yg besarnya sudah 

diresmikan dan / ataupun didasarkan  pada hasil pengelolaan dana.” 

b. Pengaturan Asuransi di Indonesia 

“Regulasi industri asuransi Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1992 sebenarnya tidak 

                                                             
9
 MuhammadpSyakirpSula, AsuransiHSyariah (Life andlGeneral:) KonseppDan System 

Operasionalp(Jakarta: Gema Insani), 26 
10

 ZainuddiniAli, HukumpAsuransi Syariahp(Jakarta: SinarpGrafika,p2008),01 
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memperhitungkan asuransi syariah Indonesia karena asuransi syariah 

tidak mengontrol keberadaan asuransi berbasis syariah. 
11

 Undang-

Undangltersebut telahpdiganti denganiUndang-Undang Nomori40 

tahun 2014ptentangiPerasuransian.” 

“Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSNMUI) menetapkan Fatwa No. 21 / DSNMUI / X / 2001 

Prinsip Umum Asuransi Syariah. DSNMUI juga telah menerbitkan part 

dan part number lain yang berkaitan dengan asuransi syariah. 

39/DSNMUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, Fatwa No. 51/DSN 

MUI/III/2006 tentang Mudhrab Musitarak Tentang Asuransi Syariah 

dan Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang Tabarr Tentang Asuransi 

Syariah.”
12

 

“Fatwa  Dewan Syariah Nasional MUI tidak terintegrasi ke 

dalam hukum Indonesia dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum 

dalam hukum domestik. Agar ketentuan  Fatwa DSN MUI tersebut 

efektif secara hukum,  perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan 

mengenai pedoman asuransi syariah.”.
13

 

Tentang UU Asuransi Syariah yang ditetapkan pemerintah, 

yaitu::
14

 

                                                             
11

 Gemala Dwi, Aspek-aspekpHukum dalampPerbankan &pPerasuransian Syariahpdi Indonesia, 

(Jakarta:iiKencana,l2004),i127-128 
12

Abdul Ghafur Anshori,iAsuransi SyariahidiiIndonesiai(Regulasiidan Operasionalisasinyaidalam 

Kerangkaihukum positifidiiIndonesia), (Yogyakarta:iUIIiPress,i2007),i35 
13

 GemalaiDewi,iAspek-AspekiHukumiDalamiperbankan &iPerasuransianiSyariah diiIndonesia, 

128 
14

 GemalaiDewi,iAspek-AspekiHukumiDalamiperbankan &iPerasuransianiSyariah diiIndonesia, 

128-129 
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1) “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Komersial dan Kelembagaan 

Bagi Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi. Tata 

cara ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mendirikan asuransi 

Syariah berdasarkan Pasal 3, yang menyatakan bahwa "setiap 

pihak dapat melakukan bisnis asuransi atau  reasuransi 

berdasarkan prinsip-prinsip Syariah". Ketentuan mengenai 

asuransi syariah terdapat dalam Pasal 34 persyaratan. Izin 

perusahaan asuransi dan reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah, 

prosedur akuisisi bisnis, Pasal 32 tentang pembukaan cabang oleh 

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tradisional sesuai 

dengan Prinsip Syariah, dan pembukaan  cabang berdasarkan 

Prinsip Syariah perusahaan asuransi. Pasal 33 dan Prinsip 

Syariah.” 

2) “Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

424/KMK.06/2003 tentang Kondisi Keuangan Perusahaan Asuransi 

dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan untuk asuransi Syariah 

tercantum dalam Pasal 1518 sehubungan dengan aset yang dapat 

dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan asuransi Syariah dan 

perusahaan reasuransi. 

3) Undang-undang nomor Kep, direktur lembaga keuangan. 

4499/LK/2000 tentang Jenis, Peringkat dan Batasan Investasi 

Penanggung dan Penanggung Ulang yang Menggunakan Sistem 
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Syariah.” 

c. PerjanjianPAsuransiidiiIndonesia 

 Pengertianpperjanjian menurutpPasal 1313HKUHHPerdata 

dinyatakanHbahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih”. 

1) Syarat-SyaratHAsuransi 

Syarat-syaratPyang harusPdipenuhi dalamPpertanggungan terdapat 

dalamPPasalP1320PKUH Perdata,Pyakni:
15

 

a) AdaPpersetujuanPkehendak 

AntaraLpihak-pihakHyangImengadakanHpertanggungan 

HarusIada surat wasiat di antara pemegang hadiah. Dengan 

kata lain, kedua belah pihak menyetujui persyaratan pokok 

kontrak dan persyaratan dan ketentuan tertentu yang 

berlaku untuk kontrak.. 

b) KecakapanIdan kewenanganImelakukan perbuatanIhukum 

KeduaIbelah pihak dalam asuransi harusHmemiliki hak 

untuk mengambil tindakan hukum. Artinya,HkeduaIbelah  

pihakHsudahHdewasa, tidakHcuratele,HtidakHamnesia, 

tidakHpailit, mempunyai hak atas tertanggung, dan berhak 

ikut serta dalam tertanggung.. 

c) Ada objek yang dipertanggungkan 

                                                             
15

  TutiIRastuti,IAspek HukumIPerjanjianIAsuransi,I(Yogyakarta:IPustakaIYustisia,I2011),I31-38 
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Setiap klaim harus ditanggung oleh asuransi. Atas dasar 

bahwa tertanggung dipertanggungkan, makaItertanggung 

harusHmempunyaiHhubunganHlangsung dan/atauHtidak 

langsungHdengan tertanggung. Mereka mengatakan bahwa 

jika objek itu milik pemegang polis, ada tautan langsung. 

Hubungan tidak langsung terjadi ketika pemegang polis 

memiliki kepentingan dalam hal pokok. 

d) PembayaranPpremi 

KontrakPasuransi disepakati bersama, sehingga kedua belah 

pihak  harus saling bekerja sama. PenanggungImenerima 

pengalihanIrisiko kepada tertanggungHdanHtertanggung 

berkewajiban untuk membayarHpremi sebagaiIimbalannya. 

e) KewajibanJpemberitahuan. 

KewajibanHmengungkapkanHfakta material tentang 

tertanggung merupakanHkewajiban sesuai dengan prinsip 

itikad baik. Asas iniItertuang dalamIPasal 251IKUHD. 

2) Sifat-SifatIAsuransi 

PerjanjianIasuransi atauIpertanggungan mempunyaiHsifat-sifat 

sebagaiIberikut:
16

 

a. PerjanjianIasuransi merupakanIsuatu perjanjianIpenggantian 

kerugianI(shcadeverzekeringPatau indemnitasPcontract) 

Penanggung bertanggung jawab atas kerugianHkarena  

                                                             
16

 “Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, 60-67” 
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tertanggungImenderitaIkerugian danHdiganti  denganIkerugian 

yangHsebenarnya padaHneraca. 

b. PerjanjianIasuransi atauIpertanggungan adalahHperjanjian 

bersyaratI(alteir) 

Kontrak asuransi adalah kontrak alternatif (penggantian) di 

mana kegiatan perusahaan asuransi harus terus bergantung 

pada peristiwa yang tidak pasti, meskipun pemegang polis 

telah memenuhi kewajibannya dengan sempurna sementara 

kinerja pemegang polis pasti. Hasil yang sebenarnya tidak 

pasti... Kontrak asuransi adalah kontrak bersyarat, kontrak 

bahwa kegiatan perusahaan asuransi akan dilakukan hanya jika 

kondisi yang ditentukan dalam kontrak terpenuhi. 

c. PerjanjianIasuransi atauHpertanggungan adalahHperjanjian 

kewajiban bertimbal balik (obligatoir) 

Penanggung  berkewajiban untuk memberikan pertanggungan 

jika terjadi peristiwa yang menimbulkan risiko, dan 

penanggung berhak atas premi dari tertanggung karena  

penanggung telah menanggung risiko yang menyebabkan 

kerugian bagi tertanggung. Sebaliknya, tertanggung  

berkewajiban untuk mengalihkan premi   kepada penanggung.. 

d. PerjanjianPasuransi sebagaiHperjanjian yangHbertujuan 

memberikanHproteksi 

DapatHdilihatHdariHbatasan PasalH246 KUHD,HlebihIlanjut 
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ditelaahIunsur-unsurIsebagaiIberikut: 

(1) Mitra akad pertama adalah perusahaan asuransi yang 

dengan sengaja menanggung dan siap menanggung 

risiko sekutu akad lainnya. 

(2) Yang kedua adalah orang perseorangan, orang 

perseorangan atau kelompok  lembaga, badan hukum 

termasuk perusahaan, atau orang yang dapat dirugikan. 

e. PerjanjianPasuransi merupakanPperjanjian yangPformal 

PerjanjianPasuransi yangPtelah terjadiPharus dibuatHsecara 

tertulisHdalam bentukIakta yangIdisebut denganIpolisH(pasal 

255IKUHD). PolisPini merupakanUsalah satunyaUalat bukti 

tertulisHuntuk membuktikanHbahwa asuransiHtelahHterjadi. 

f. PerjanjianPasuransi merupakanPperjanjianPkonsensuil 

PadaPpasal 257HKUHD memberiIketegasan, walaupum 

belumHdibuatkan polis,KasuransiPsudahIterjadi sejakItercapai 

kesepakatanIberdasarkan notaIpersetujuan.   

g. PerjanjianPasuransi merupakanPperjanjianPkhusus 

PerjanjianPasuransi,HpadaHdasarnyaHmerupakanHsuatu 

perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas 

memberikan suatu ciri khusus, Iapabila dibandingkan dengan 

jenisIperjanjianIlain. Hal iniIsecara jelasIdibahas dalamIbuku-

bukuIAngloISaxon. 

h. PerjanjianIasuransi merupakanIkontrak bakuHH(standard 
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contract)  

Polisi sebagai dokumen yang bentuknya diatur dalam undang-

undang, memiliki implikasi yang sangat penting bagi kontrak 

asuransi, baik pada tahap awal maupun pada saat kontrak 

berlangsung. 

i. PerjanjianIgotongIroyongI(mutual) 

Polis asuransi ditandai sebagai asosiasi. Persyaratan ini 

berkaitan dengan perusahaan asuransi yang bekerja dengan 

asosiasi di mana tertanggung dibentuk sebagai anggota asosiasi 

(mutual society) untuk saling mendukung. 

3) SubjekIdan ObjekIAsuransi 

Kontrak asuransi terdiri dari subjek dan tujuan kontrak asuransi. 

Subyek asuransi adalah pihak dalam asuransi, yaitu penanggung, 

dan pemegang polis adalah pendukung kewajiban dan hak. Pasal 

268 KUHD menjelaskan  yang dapat dipertanggungkan, yaitu 

segala manfaat yang:
17

   

a) Dapat dinilai dengan uang. 

b) Dapat diancam macam-macam bahaya. 

c) Didak dikecualikan oleh Undang-Undang. 

4) Hak dan Kewajiban 

MenurutIProf. Dr.IH.IManISuparmanHSastrawidjaja,HS.H.,Isecara 

                                                             
17

 Abdul kadir Muhammad,IHukumIAsuransiIIndonesia, (Bandung:IPT.ICitraIAdityaIBakti, 

2002),P8-9 
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umum hakIpenanggungIantaraIlain
18

: 

a) MenuntutHpembayaran premiHkepada tertanggungHsesuai 

denganHperjanjian. 

b) MemintaHketerangan yangHbenar danHlengkapHkepada 

tertanggungHyang berkaitanIdengan objekIyangIdiasuransikan 

kepadanya. 

c) MemilikiHpremi danIbahkan menuntutnyaIdalam hal peristiwa 

yangHdiperjanjikanIterjadiItetapi disebabkanHoleh kesalahan 

tertanggungHsendiri (PasalP276 KUHD). 

d) MemilikiHpremi yangHsudah diterimaHdalam halHasuransi 

batalHatau gugurHyang disebabkanHoleh perbuatanHcurang 

dariHtertanggungH(PasalI282IKUHD). 

e) MelakukanHasuransi kembaliHkepada penanggungHyang lain 

denganHmaksud untukHmembagi risikoHyangHdihadapinya. 

(PasalI271IKUHD). 

5) PolisSSSSS 

MenurutPketentuan PasalP225 KUHD,Hperjanjian asuransiHharus 

dibuatIsecara tertulisIdalam bentukHpolis asuransi yangPmemuat 

kontrak, syarat-syaratHkhusus danHjanji-janji khususHyang di 

dalamnya para pihak berhak untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya. (penanggung dan pemegang polis) untuk mencapai 

tujuan asuransi. Oleh karena itu, polis asuransi adalah sertifikat 

                                                             
18

 ManPSuparmanPSastrawidjaja,PAspek-aspekPHukumPAsuransiPdanPSuratPBerharga 

(Bandung:PAlumni,P2003),P22 
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tertulis dari kesimpulan kontrak asuransi antaraHpemegang polis 

danIperusahaanIasuransi.  

6) BerakhirnyaPPerjanjianPAsuransi 

AdaPbeberapa halPyang menyebabkanPberakhirnyaHperjanjian 

asuransi,Iantara lainIsebagaiIberikut:
19

 

a) Karena terjadi peristiwa yang dipersyaratkan (evenement) 

Dalam asuransi kerugian,  suatu peristiwa  atau risiko yang 

disepakati adalah suatu kondisi peristiwa yang 

menimbulkan kerugian. Satu-satunya peristiwa yang 

membebani penanggung dalam asuransi jiwa adalah 

meninggalnya tertanggung. Mulai saat ini, asuransi jiwa 

didirikan antara penanggung dan tertanggung. 

b) KarenaPjangka waktuPberakhir 

Ketika asuransi jiwa berakhir tanpa kecelakaan, risiko 

perusahaan asuransi berakhir. Namun, jika tidak terjadi 

kecelakaan sebelum berakhirnya masa asuransi, 

penanggung menetapkan bahwa  sejumlah uang 

dikembalikan kepada tertanggung. 

c) KarenaIasuransiIgugur 

Menurut ketentuan pasal 306 KUHD: 

“apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat 

diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka 
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asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui 

kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.” 

d) KarenaPasuransiPdibatalkan 

“Asuransi jiwa dapat kedaluwarsa karena penghentian 

sebelum tanggal kedaluwarsa. Pembatalan  dapat terjadi 

jika tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi 

berdasarkan kontrak atau atas permintaan tertanggung 

sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat dilakukan sebelum 

atau setelah pembayaran premi dimulai, tergantung jangka 

waktunya. Tidak masalah jika Anda membatalkan 

langganan sebelum membayar premi asuransi. Namun, 

dalam hal pembatalan setelah membayar premi lebih dari 

satu kali (bulanan), polis asuransi jiwa harus mendapatkan 

persetujuan dari para pihak yang ditentukan dalam syarat 

dan ketentuan perjanjian penyelesaian.” 

2. TinjauanPAsuransiPDalam HukumPIslam 

a. PengertianPAsuransiPSyariah 

DalamPbahasa Arab, AsuransiPdisebut At-ta‟minPyang berasalPdari 

kataPamana yangPmemiliki artiPmemberi perlindungan,Hketenangan, 

rasaPaman danPbebas dariPrasaPtakut. Husein HamidPHisan 

mengatakanHasuransi adalah hubungan kota yangHdiatur dalamUsistem 

yang sangat jelasPdiantara banyak orang. Semua orang sudah siap untuk 

menunggu acara tersebut. Bagi Anda yang sedang mengalami acara ini, 
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setiap peserta saling membantu melewati acara dengan hadiah kecil 

(donasi). Sumbangan ini dapat menutupi kerugian  yang diderita anggota 

yang terkena bencana.
20

 

“Di Indonesia sendiri, asuransi syariah sering disebut Takaful. Kata 

Takaful berasal dari Takafulaya Takaful. Ini berarti menjamin atau 

menanggung satu sama lain. M. Syakir Sula mendefinisikan Takaful 

dalam pengertian Muamara sebagai berbagi risiko di antara orang-

orang, sehingga setiap orang menanggung risiko lainnya.”
21

 

“Menurut Fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (Tamin, Takaful, atau 

Tadamung) adalah  aset dan/atau tabarru” Hal ini melalui akad (akad) 

sesuai dengan Undang-Undang Syariah Ini memberikan pola 

pengembalian untuk melawan risiko tertentu.” 

b. PrinsipPDasar AsuransiPSyariah 

1) TauhidDDDDD 

PrinsipPtauhid (kesatuan) melandasi semua bentuk arsitektur 

yangPada dalamPsyariatPIslam. SemuaPbangunan danPaktivitas 

manusiaPharus didasarkanPpada nilai-nilaiPtauhid. Artinya 

hukumPharus mencerminkanPnilai-nilai ketuhananPdalam setiap 

gerakPdan komposisinya. Asuransi harus mempertimbangkan 

bagaimana  menciptakan mood dan kondisi Muamal sesuai 
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dengan nilai-nilai sakral.
22

 

2) Keadilan 

Syariah Asuransi diberikan atas dasar kontrak, jaminan untuk 

menjaga keadilan dan transparansi agar tidak merugikan  atau 

menguntungkan salah satu pihak. Konsep ini menginspirasi 

kepercayaan diri.
23

   

3) TolongPmenolong 

PrinsipPdasar lainPdari kegiatanPasuransiPharus didasarkan pada 

semangat saling mendukung (taavun) antara peserta (nasabah). 

Penanggung harus mau dan termotivasi untukPmembantu dan 

meringankanPbeban temanPyang dalamPkesulitan atauPtersesat 

sejakPawal.
24

 

4) Kezaliman 

Mematahkan ketidakadilan adalah salah satu prinsip dasar 

Muamal. Jika haknya dikebiri, pembeli akan diperlakukan tidak 

adil. Mungkin ini karena kurangnya pengetahuan atau 

ketidakjelasan perusahaan. Di sisi lain, jika perusahaan tidak 

memberikan layanan berkualitas seperti yang dijanjikan, hak-hak 

pelanggan juga dilanggar.
25

 

5) AmanahHHHHHH 
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PengelolaPasuransi harusPjujur dan akuntabel untuk  

mendapatkanPkepercayaan dariPpeserta asuransiPsyariah yang 

mempercayai pengelolaan dananya,Pbaik dalamPbentukIinvestasi 

maupun reksa dana.  

 Asas kepercayaan juga harus berlaku bagi nasabah perusahaan 

asuransi. Orang yangPmenjadi nasabahPasuransiHharus 

memberikan informasiHyang akurat tentang pembayaran premi 

(premi)Hdan tidakHboleh memanipulasiHkerugian (risiko) yang 

dihadapinya.
26

 

6) KerelaanNNNNNN 

PrinsipPini menjelaskanPbahwa segalaPbentuk kegiatanIekonomi 

harusHdilakukan secara sukarela,Ptanpa  paksaanPantara pihak-

pihakPyang terlibatPdalam kegiatanPtersebut. Saat menerapkan 

transaksi,Pmasing-masing pihakPbebas memilih (hiyar) setelah  

transparan tentang segalaPsesuatu yangPberkaitan denganPsubjek 

kegiatanPyangPdilakukan.
27

 

7) RiswahHHHHH 

AsuransiPsyariah meniadakan unsurPsuap danHmenghilangkan 

suap melalui akadPyangPdijamin oleh hukum syariah. Biaya, 

hadiah, tip, dan apa pun  yang diklasifikasikan sebagai hadiah 

untuk tujuan egois mungkin merupakan leishwa yang dilarang. 

8) Curang 
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Asuransi Syariah, yang menjalankan kontrak berbeda menurut 

Syariah, menutup jalan penipuan bagi manajer asuransi dan 

peserta asuransi. Penipuan saja akan mengecewakan AllahPSWT, 

danPini tidakPberlaku untuk AsuransiPSyariah, yangPdidasarkan 

padaPprinsip transparansi,Pkejujuran, danPkeadilan untukIsemua. 

9) MaslahatTTTTT 

AsuransiPsyariah menguntungkan para anggotanya dan pengelola 

asuransinya karena Islam mengharamkan segala usaha atau usaha 

yang sia-sia.. 

10) Pelayanan 

Pengelola asuransi dan seluruh karyawan diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota tertanggung 

yang percaya dalam mengelola uangnya sendiri.
28

 

2. Implikasi Hukum 

a. Pengertian 

Sebelum pada pembahasan mengenai makna adaripada Implikasi, 

terlebih dahulu penjelasan beberapa ahli sebagai berikut; 

Islamy (2003, 114-115), dalam bukunya  menyatakan bahwa 

implikasi merupakan proses perumusan kebijakan yang dihasilkan 

dariPsegala sesuatunya. DenganPkata lainPimplikasi adalahPakibat-

akibatPdan konsekuensi-konsekuensiPyang ditimbulkanHdengan 

dilaksanakannyaPkebijakan atauPkegiatanPtertentu. 
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SilalahiH(2005:H43),HmenyimpulkanHdalamKKbukunya 

bahwaHKonsekuensi adalahPakibat yangPtimbul dari pelaksanaan 

suatuPprogram atauPkebijakan, yangPdapat bersifatPbaik atau buruk 

bagi pihak-pihakPyang menjadiPsasaran pelaksanaanPprogram atau 

kebijakanPtersebut. 

Implikasi menurut kamusPbesar bahasaPIndonesia adalah 

pelaksanaan atau penerapan.
29

 Implikasi mengarah pada adanya 

tindakan, aktivitas, tindakan, dan beberapa mekanisme dari sistem. 

Implikasinya bukan sekadar melihat aktivitas, tetapi aktivitas 

terencana yang membantu Anda mencapai tujuan tertentu.  

 Oleh karena itu, implikasi hukumnya adalah bahwa satu unsur 

saling terkait sebagai akibat dari pengesahan dan pemberlakuan 

peraturan  yang terakhir. 

b. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu subjek yurisdiksi dalam 

pengertianPUndang-Undang DasarPNegara RepublikHIndonesia 

TahunH1945. MahkamahHKonstitusi merupakanPsalah satuIlembaga 

negaraPyang menyelenggarakanPperadilan yangPmerdeka untuk 

mendukung dan menegakkanPhukum danPkeadilan. Dalam 

kekuasaan tersebut, MahkamahHKonstitusi berwenangPmengambil 

keputusan padaPtingkat pertamahdan terakhir,odan putusan tersebut 

bersifatpfinal jika: 

                                                             
29

 http://kbbi.web.id/Implikasi/dakses pada17 November 2021 
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1) Mengujipundang-undang terhadapllUndang-Undang Dasar 

NegarallRepublik IndonesiapTahun 1945 

2) Memutuspsengketa kewenanganplembaga Negara  

3) Memutusppembubaran partaippolitik 

4) Memutuspperselisihan tentangphasil pemilihanpumum. 

“Pasal 10 kekuasaan MahkamahpKonstitusi lainnya juga 

mengambil keputusan berdasarkan pandangan DPR bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden diduga  melakukan pelanggaran hukum 

berupa makar, korupsi, penyuapan, atau bentuk serius lainnya. 

selesai. Kejahatan atau perbuatan tercela dan/atau ketidakmampuan 

memenuhi kembali persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.” 
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BABIIII 

METODEPPENELITIAN 

A. JenisPPenelitian  

MetodePpenelitian merupakanPperumusan langkah-demi-langkah dan 

sistematis dalam penelitian akhir. Sebagai hasil dari penelitian ilmiah 

(Penelitian Skripsi), metode ilmiah harus dicapai secara tepat dan konkrit 

seperti yang diharapkan. Ini pada dasarnya adalah caraPilmiah untuk 

mendapatkanPdata untukPtujuanPtertentu.  

 Dalam penulisan penelitianPini, penelitian ini menggunakanPjenis 

penelitianPhukumPempiris. PenelitianPhukum empirisPadalah penelitian 

yangPmemperoleh data langsung dariPpenelitian lapanganIdengan melakukan 

wawancara langsungPdengan narasumberPdan mengamati penegakanPhukum 

diPlapangan. 

“Metode penelitian hukum empiris juga dapat diartikan metode 

penelitian hukum untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.“
30

 maka dari itu 

peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dengan pengamatan dan 

wawancara dan dokumentasi.  

Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang merupakan lokasi 

PenelitianPyangPdipilih oleh peneliti untukPmendapatkanPdata-data Emik, 

dimana hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengantarkan surat 

pengantar PRA-Penelitian sebagai betuk surat Izin lembaga pengantar. Hal itu 

                                                             
30
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dilakukan sebagai bentuk formal kerjasama antar universitas dengan 

perusahaan. Dan dari situ akan mendapatkan surat balasan atau respon secara 

langsung diperbolehkan atau tidaknya berlangsung penelitian. 

Pra-penelitian merupakan langkah awal peneliti sebelum mebahas pada 

pembahasan ke empat, dimana peneliti menjadikan Pra penelitian sebagai 

data awal untuk melangsungkan ujian seminar proposal yang diadakan oleh 

oleh Universitas. Setelah melangsungkan Ujian Seminar Proposal barulah 

peneliti merevisi isi Proposal penelitian agar lebih baik untuk di serahkan 

kepada Perusahaan sebagai Syarat pelaksanaan Penelitian dari Perusahaan. 

Proposal yang diajukan kepada Perusahaan akan ditelaah olehnya, dan 

membaut janji pertemuan untuk melangsungkan wawancara meneganai tema 

pembahasan pada peneliatian ini. Menyusun nasakah wawancara dan 

melangsungkan wawancara dengan pihak perusahaan ditutup dengan foto 

bersama sebagai dokumentasi yang menajdi bagian metode penelitian 

daripada penelitian ini. 

B. PendekatanPPenelitian  

PendekatanPpenelitian dalamPpenelitian iniPmenggunakan dua 

pendekatan.PSalah satunya adalah pendekatanPhukumPsosiologis. Artinya, 

mengidentifikasi danPmengkonseptualisasikan hak-hak suatu sistem nyata 

sebagai sistem sosial yang realistis dan fungsional. IniPmenekankan 

penelitianPyang bertujuanPuntuk memperolehpengetahuan  empirisdengan 

mengamati dan melacak aktivitas subjek.
31
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Kedua yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

StatutePApproach yaituPmenelaah semuaPundang-undang danPregulasi yang 

bersangkutPpaut denganPisu hukumPyang sedangPditangani, yakniP”PP No 

20 tahunP2020 tentang penyertaan modal Negara ke BPUI, Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2014 TentangPperasuransian, KitabPUndang-Undang Hukum 

DagangPdan KitabPUndang-Undang HukumPPerdata.” 

C. Lokasi Penelitian  

PenelitianPini dilaksanakanPdi PT.PAsuransi JasaPIndonesia 

(JASINDO)  yangPberalamat di  Jl. Letjen Sutoyo No.89, Bunulrejo,Pkec. 

Blimbing,PKotaPMalang, JawaPTimur 65141,PIndonesia 

D. JenisPDan SumberPData  

JenisPdata yangPdi gunakan dalam penelitianPempiris berasalPdari 

duaPjenis dataPyakni dataPprimer danPdataPsekunder;   

1. Data primer  

“Data Primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber dan pada umumnya hal ini melalui wawancara untuk 

penelitian kualitatif.”
32

 Dimana dalamPhal iniPdata primerPpenelitian 

disiniPberupa wawancaraPlapanganPterhadap PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (JASINDO). Peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk 

melakukan wawancara kepada pimpinan selaku narasumber mengenai 

isu yang telah diangkat oleh peneliti.  
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Dalam sesi wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti tidak ada 

keterkaitannya dengan angka nominal, data perusahaan dan hal-hal 

yang berbayang sesitif untuk dipaparkan. Peneliti hanya membutuhkan 

suatu penjelasan dari narasumber mengenai hak dan kewajiban Jsindo 

tersendiri kepada nasabah setelah diterbitkannya PP no. 20 Thn 2020 

tentang penpenambahan penyertaan modal saham kepada holding 

asuransi. 

Keganjilan yang terjadi adalah bisa mengacu kembali pada BAB I 

latar belakang akan dibuatnya gagasan penelitian ini. Dimana pada 

pasal 4 ditegaskan semua anggota holding setelah menyetorkan 

sahamnya kepada BPUI akan tundukPsepenuhnya padaPUU 

NomorP40 TahunP2007 tentangPPerseroanPterbatas. 

2. DataPSekunder 

AdalahPinformasi yangPdiperoleh dariPbuku-buku, perundang-

undangan (Undang-UndangPNo.H40 TahunH2014 Tentang 

perasuransian,PKitab Undang-UndangPHukum DagangPdan Kitab 

Undang-UndangPHukumPPerdata) serta peraturan pemerintah yakni 

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020. DataPsekunderPdalam 

penelitianPin meliputiPmedia penunjangPberupa buku, Jurnal, internet, 

surat kabar, majalah dan media lain yang berkaitan dengan penyertaan 

modal Negara. 
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E. MetodePPengumpulanPData  

PengumpulanPdata dalamPpenelitian iniPdilakukan denganPbeberapa 

cara,Pantara lain: 

1. WawancaraP(Interview) 

PengumpulanPdata denganPwawancaraPyaitu “percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.“
33

 pelaksanaan dari pada wawancara 

ini adalah dengan menemui langsung narasumber atau dengancara 

virtual mengingat masih adanya Pandemi covid19.  

DalamPhal iniPpeneliti mengadakanPwawancara secaraPlangsung 

denganPresponden yaitu pengeola PT. Asuransi jasa Indonesia, 

cabang Malang yaitu Bapak Wawan Selaku Kepala bagian Umum. 

Dilakukan dengan satu responden karena perusahaan tersebut 

bersifat privasi sehingga hanya kabag Umum saja yang boleh di 

wawancarai. 

2. DokumentasiIIIII 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Peneliti 

mencatat dan melacak selama wawancara dan saat pengambilan 

gambar.  

 Metode ini digunakan penulis  untuk mendapatkan data terkini 

mengenai status lokasi penelitian. Yang peneliti dokumentasikan 
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adalah permintaan untuk mendokumentasikan profil PT. Asuransi 

Jasindo punya cerita, kuantitas, dan apa saja yang bisa menjelaskan 

keadaan  PT. Asuransi Jacind Kota Jambi. Peneliti kemudian 

mewawancarai informasi dan mengambil gambar saat mengamati 

subjek penelitian di lapangan.   

F. MetodePPengolahanPData 

PenelitianPini menggunakanPpendekatanPkualitatif, Oleh karena itu, 

metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif. 

Menggambarkan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan untuk 

memudahkan pemahaman. Sebelum mengumumkan temuan, pengelolaan 

data dilakukan pada tahapan-tahapan seperti telaah (pengolahan) data, 

klasifikasi data, telaah data, analisis, atau pengelolaan dan penyimpulan. 

Setelah melalui langkah-langkah, data digambarkan sebagai pernyataan yang 

tepat dan benar. Data yang dikumpulkan berupa 4.444 pernyataan dan  

informasi, sehingga hubungan antar variabel mudah dibaca dan bermakna 

(interpretasi). Itu tidak dapat diukur secara numerik dan pengambilan sampel 

tidak mungkin lagi  (didefinisikan dengan baik / objektif).  

Langkah pertama adalah review data (editing). Tahap pengecekan data 

adalah tahapan dimana  bahan hukum yang  diperoleh diperiksa kembali, 

terutama untuk integritas, kejelasan makna, kesesuaian untuk kelompok lain 
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dan relevansi.
34

 Pada tahap ini, data diperoleh baik melalui wawancara 

dengan ketua Bagian Umum maupun studi pustaka sebagai  referensi.  

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data, yang bertujuan untuk 

mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan 

unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.
35

 Jenis  data  dapat 

dilihat dari mana sumber data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data 

yang didapatkan langsung dari ketua bagian umum atau data sekunder yang 

berupa referensi buku maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan 

Implikasi Hukum Pada Perusahaan Asuransi Jasindo. Data-data tersebut 

kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu Implikasi 

Hukum Pp No. 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Saham BPUI Terhadap Pemenuhan Kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia 

Kepada Nasabah (Studi Di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Malang) 

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi 

berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan 

dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan 

klasifikasi data isinya disesuaikan dengan pasal 4 PP No. 20 Tahun 2020 

Tentang Penambahan Peyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam 

Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bahana Pembinaan 

Usaha Indonesia (BPUI). 
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Setelah melewati tiga tahapan diatas, langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang 

baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. 

Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan  data.  Pada  tahap  

analisis, dilakukan  penafsiran  data  berdasarkan  pedekatan  yang 

digunakan.
36

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Implikasi Hukum Konvensional 

maupun Syri‟ah diuraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil penelitian 

dan pembahasan. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang 

berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan asuransi 

syariah dan Implikasi Hukum pada peraturan-peraturan Terbarunya, sebagai 

penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga 

dapat lebih mudah dipahami. 

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, 

maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan 

dengan Implikasi Hukum PP No. 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Saham BPUI Terhadap Pemenuhan Kewajiban PT. 

Asuransi Jasa Indonesia Kepada Nasabah (Studi Di PT. Asuransi Jasa 

Indonesia Cabang Malang) Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian 

pembahasan  kemudian  ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung 

data baru atau temuan penelitian. 

                                                             
36

 “Bisri, Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, 336” 
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BAB IV 

“HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN” 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Profil perusahaan  

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 

a. Sejarah Lembaga 

“Berdirinya PT Asuransi Jasa Indonesia merupakan bagian 

penting dari  sejarah negara dan tanah air Indonesia. Kisah ini dimulai 

pada tahun 1845 ketika  nasionalisasi  NV Assurante Maatschappij 

dilakukan untuk NV Assurantie Maatschappij de Nederlander,  

perusahaan asuransi umum kolonial Belanda, dan Bloom Vander, 

perusahaan asuransi umum Inggris yang berbasis di Jakarta.” 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang 

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh penerbit Republik 

Indonesia, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, serta menuntut 

penyerahan kekuasaan dari dan dari Kerajaan Belanda kepada 

pemerintah Indonesia. Diantaranya, nasionalisasi  dua perusahaan  dan 

penggantian nama  PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang 

asuransi umum dalam mata uang Rupiah dan PT General Internasional 

Underwriters (UIU) yang bergerak di bidang asuransi umum dalam 

mata uang asing.  

Kedua perusahaan tersebut merupakan hasil proses nasionalisasi 

yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
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masyarakat dan meningkatkan keamanan dan perekonomian negara. 

Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan 

payung hukum UndangUndang Nomor 86 tahun 1958 tentang 

Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan Milik Belanda yang berada di 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam perjalanan sejarahnya, sesuai SK Menteri Keuangan No. 

764/MK/IV/12/1972 tanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk menggabungkan PT Asuransi Bendasraya dan PT 

General Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT . Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) sebagai  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang asuransi umum. Persetujuan penggabungan tersebut 

selanjutnya dikukuhkan dengan akta notaris Mohamad Ali No. 1 

tanggal 2 Juni 1973.  

Asuransi Jasindo adalah perusahaan asuransi yang memperoleh 

manfaat langsung atau tidak langsung dari asuransi, dengan hak 

kepemilikan, memiliki satu saham seri A dwiwarna  Republik Indonesia 

dan 424.999  saham seri B dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha 

Indonesia (Persero). PT Asuransi Jasa Indonesia  yang juga dikenal 

dengan Asuransi Jasindo memiliki pengalaman yang  panjang dan 

matang di industri asuransi pada umumnya, bahkan sejak zaman 

kolonial. Pengalaman ini membawa nilai kepeloporan  bagi keberadaan 

dan perkembangan Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil 

mendapatkan kepercayaan  masyarakat di dalam dan luar negeri.  
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Menyusul pelaksanaan  nasionalisasi dan kebijakan tersebut, 

muncul suatu inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dua 

komunitas bangsa yang menghadapi pertentangan dan melengkapi era 

kemerdekaan Republik Indonesia.  

Dengan memberikan pelayanan profesional terbaik, Asuransi 

Jasindo selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan,  

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan yang dijiwai oleh 

Asah, Asih dan Asuh. Selain itu, Asuransi Jasa Indonesia juga 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima untuk 

memenuhi kepuasan tertanggung. Asuransi Jasindo juga didukung oleh 

reasuransi besar di dunia, seperti Swiss Re dan Partner Re, untuk 

memberikan perlindungan reasuransi khususnya untuk cakupan yang 

luas.  

Dalam menangani klaim-klaim besar, komitmen Asuransi Jasindo 

terhadap akurasi dan ketepatan waktu tidak perlu diragukan lagi. Hal itu 

dibuktikan dengan pelunasan ganti rugi yang cukup besar, bahkan 

mencapai Rp 4,444 miliar. Contoh: Klaim Apogee Kick Motor untuk 

satelit Palapa B2 senilai US$75 juta, kerusakan satelit Palapa C2 BDC 

senilai US$31,2 juta, masalah pengisian baterai satelit Palapa C2 

menelan biaya US$36,5 juta dan kerugian DB sebesar US$101,5 juta 

dari satelit Garuda milik Aces International 

b. Logo perusahaan  
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Logo Asuransi Jasindo merupakan kreasi artistik dari dua huruf 

pertama A dan J. Kependekan dari Asuransi Jasindo, mengandung 

harapan dan aspirasi perusahaan. Dengan semangat kerja yang penuh 

semangat dan antusias, seluruh insan Asuransi Jasindo bertekad untuk 

menjadi perusahaan asuransi kelas dunia. Seluruh jajaran Asuransi 

Jasindo adalah insan-insan cerdas yang sadar lingkungan yang 

senantiasa belajar untuk memperdalam ilmu dan memperluas 

pengetahuan untuk menemukan inovasi-inovasi baru di industri 

asuransi. Dengan karakter yang rendah hati, jujur dan berakhlak mulia, 

seluruh liputan memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional. 

Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh jajaran staf antara  junior dan 

senior bersama-sama berjuang untuk kemajuan menciptakan reputasi 

terbaik yang memuaskan pemangku kepentingan dan berkontribusi 

untuk kejayaan dan kemakmuran negara. 

c. Alamat perusaan 

Jl. Letjen Sutoyo No.89, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur 65141 

d. Visi dan Misi Lembaga  
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Visi dan misi perusahaan ditetapkan bersama dengan disetujuinya 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2014-2018 melalui 

surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S 

413/MBU/2014 tanggal 14 Juli , 2014, dilanjutkan dengan Surat 

Keputusan Direksi No. SK. 014.DMA/IV/2014  1 April 2014 tentang 

Pedoman Standar Penetapan dan Sosialisasi Visi dan Misi  PT 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero). 

Adapun yang menjadi Visi Perusahaan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia adalah “Perusahaan Asuransi Umum Indonesia Terbaik” dan 

Misi daripada Perusahaan adalah “Menyediakan Jasa Asuransi Pilihan 

Pelanggan Melalui Layanan Bernilai Tambah dan Menjalankan Peran 

Aktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bangsa” 

e. Nilai Perusahaan  

Nilai-nilai budaya perusahaan sangat diperlukan dalam 

mencapai visi dan misi perusahaan. Nilai budaya tersebut merupakan 

ciri pembeda yang menjadi karakteristik sebuah perusahaan. Oleh 

karena itu, nilai-nilai budaya perusahaan penting untuk terus dijaga 

keberlangsungannya serta penerapannya dalam kinerja sehari-hari.  

Melihat pentingnya nilai-nilai perusahaan dalam menjaga 

keberlanjutan perusahaan, Asuransi Jasindo pada tahun 2014 telah 

melakukan pengukuran kesehatan budaya sebagai bentuk monitoring 

dan evaluasi atas implementasi nilai-nilai yang dimiliki oleh 

Perusahaan. Dari hasil pengukuran tersebut, dengan 



47 
 

 
 

mempertimbangkan kondisi tantangan dan tujuan Perusahaan ke 

depan, Direksi memutuskan untuk melakukan Revitalisasi Budaya.  

kondisi saat ini mengharuskan perusahaan siap untuk melakukan 

perubahan dengan tantangan era digitalisasi dan persaingan yang 

semakin terbuka saat ini membuat setiap perusahaan harus dapat 

bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaannya. 

Budaya perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

dibangun dengan nilai-nilai yang diyakini, dilaksanakan dan menjadi 

perilaku dan kebiasaan sehari-hari seluruh masyarakat PT. Asuransi 

Jasindo. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut adalah RAISE, 

akronim dari : Resourceful - Agility - Integrity - Synergy - Excellence 

service.  

1) Resourceful : seluruh karyawan PT. Asuransi Jasindo terus 

berkembang menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh 

pelanggan, kolega, dan bisnis. Kota. Asuransi Jasindo menyediakan 

produk, proses dan layanan yang inovatif dan inovatif sebagai 

keunggulan untuk memenangkan persaingan bisnis.  

2) Agility : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo adalah 

Berkepribadian antusias, gesit terhadap segala peluang, situasi dan 

perubahan.  

3) Integrity : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo berdiri untuk 

integritas dan kejujuran, selalu menjaga kepercayaan pelanggan, 
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mitra bisnis dan perusahaan dengan memberikan kualitas dan 

layanan yang efisien.  

4) Synergy : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo adalah anggota 

keluarga besar PT. Asuransi Jasindo berkembang dengan baik 

berkat kerjasama yang erat, sinergi  dan rasa solidaritas yang 

berkelanjutan.  

5) Excellent service : setiap karyawan PT. Asuransi Jasindo 

berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah dan 

memberikan layanan yang sempurna kepada pelanggan di dalam 

dan di luar perusahaan.  

f. Produk dan jenis usaha 

PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Malang memiliki dua bidang, 

yaitu bidang Ritel dan Bidang Korporasi, adapun pembagian masing-

masing bidang akan dijelaskan sebagai beriku; 

1) Bidang Ritel (kecil) 

Pada bidang Ritel ini terbagi menjadi bagian, diantaranya yaitu; 

a) Jasindo Agri 

Merupakan  bentuk perlindungan bagi petani, peternak dan 

nelayan agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam 

menjalankan aktivitasnya sehingga dapat fokus pada 

pengelolaan yang lebih aman, lebih baik, dan lebih bermanfaat 

bagi usaha pertanian, peternakan dan perikanan. Pada Jasindo 

Agri terdapat dua jenis perlindungan, yaitu pertama 
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perlindungan asuransi melalui program pemerintah meliputi 1). 

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), 2). Asuransi Ternak sapi 

(AUTS), 3). Asuransi Nelayan. Kedua perlindungan Asuransi 

Non Program Pemerintah, meliputi; 1). Asuransi usaha tani 

padi, 2). Asuransi usaha ternak sapi, 3). Asuransi usaha tani 

Jagung, 4). Asuransi Nelayan Mandiri. 

b) Jasindo Travel 

Produk asuransi perjalanan komprehensif yang menjamin 

perlindungan medis (reimbursement), bantuan darurat 

(evakuasi dan repatriasi), cedera dan kematian akibat 

kecelakaan, ketidaknyamanan perjalanan dan hak-hak lainnya, 

manfaat lainnya; bagi Tertanggung untuk  melakukan 

perjalanan dalam Negeri maupun luar Negeri. 

c) Jasindo Health 

Jasindo Health adalah produk asuransi kesehatan 

komprehensif yang mencakup manfaat rawat inap, rawat jalan, 

gigi, bersalin, manfaat kacamata dan pemeriksaan fisik. 

Jasindo Health juga menawarkan layanan yang sangat fleksibel 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya, terutama dengan  

pembuatan produk yang disesuaikan untuk dapat memenuhi 

klaim asuransi kesehatan seperti Klaim dan Perawatan. 

d) Jasindo Sekolah 
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Jasindo sekolah adalah jaminan Asuransi bagi siswa/pelajar 

atau mahasiswa akiabt suatu kecelakaan. 

e) Jasindo pengangkutan (Cargo) 

Jasindo Transportation, milik Asuransi Jasindo, 

memberikan jaminan terhadap risiko yang mengancam barang 

Anda yang diangkut  melalui jalur darat, laut atau udara. 

f) Jasindo kebakaran 

Asuransi Kebakaran memberikan jaminan atas kerugian / 

kerusakan harta benda, atau kepentingan yang 

dipertanggungkan, yang disebabkan oleh antara lain 

kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. 

g) Jasindo Lintasan 

adalah Asuransi perjalanan JASINDO ASURANSI  

memberikan perlindungan untuk semua perjalanan  udara, laut 

atau darat Anda selama periode pertanggungan yang tertera 

pada kartu jelajah Anda. 

h) Jasindo OTO Plus 

i) Jasindo OTO 

Pertanggungan kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan 

bermotor. Macam-macam jaminan :  

a. Kerugian (Kerusakan atau Kehilangan) Kendaraan 

Bermotor;  

b. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga;  
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c. Santunan terhadap Pegemudi dan Maksimum 3 Orang 

Penumpang.  

j) Jasindo Mikro 

Produk asuransi yang memberikan perlindungan komprehensif 

selama setahun kepada tertanggung yang meliputi risiko 

kecelakaan diri dan kebakaran rumah tinggal dengan nilai 

premi yang ekonomis. 

k) Jasindo Pelangi 

Ini adalah asuransi penerbangan dan kelautan, produk  

Asuransi Jasindo yang memberikan perlindungan atas 

penerbangan dan perjalanan tertanggung:  

 • Penumpang di ruang tunggu keberangkatan;  

 • Dalam penerbangan / pelayaran;  

 • Ditemukan di ruang tunggu bandara/pelabuhan tujuan;  

 Jasindo Pelangi memberikan asuransi terhadap risiko  

kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cacat tetap 

sebagian atau total dan biaya perawatan/pengobatan 

ditanggung oleh klien sesuai dengan ketentuan jaminan. 

Produk asuransi  memberikan perlindungan menyeluruh dalam 

waktu satu tahun bagi nasabah, asuransi kecelakaan diri dan 

kebakaran rumah tangga dengan nilai ekonomi tinggi. 

l) Jasindo Mudik 
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Memberikan perlindungan asuransi perjalanan tertanggung 

pada saat mudik hari lebaran, natal, dan tahun baru serta hari 

besar lainnya yang berlaku sejak H10 hingga H+10. 

2) Bidang korporasi 

a) Jasindo kebakaran 

Asuransi kebakaran yang diselenggarakan oleh Asuransi Jasindo 

memberikan pertanggungan atas kerugian/kerusakan harta benda 

atau kepentingan yang ditanggung yang disebabkan oleh  

kebakaran, petir, ledakan, kecelakaan pesawat  dan asap. Cakupan 

ini dapat diperluas untuk kerusuhan dan huru hara, banjir, mobil 

tanpa sopir, tabrakan kendaraan, biaya pembersihan, gempa bumi, 

tanah longsor dan lain-lain. Produk asuransi kebakaran antara lain: 

asuransi gempa bumi, gangguan usaha, Karisma, Jasindo Graha, 

properti komprehensif. 

b) Jasindo Rekayasa (Engineering) 

Dalam setiap termin perencanaan, aplikasi sampai operasional 

sebuah proyek pada bidang teknik tentu mempunyai risiko-risiko 

yg wajib  ditanggung sang masing-masing pelaku usaha. Dengan 

mengikuti Asuransi Rekayasa (Engineering), maka Asuransi 

Jasindo menaruh agunan proteksi dalam para pelaku industri 

teknik, contohnya mencakup premi Contractor`s All Risks (CAR), 

Erection All Risks (EAR), Electrical Equipment Insurance (EEI), 
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Contractor's Plan and Machinery (CPM), Machinery Breakdown 

(MB). 

c) Jasindo Tanggung gugat (Liability) 

Jaminan risiko menjamin perlindungan  tertanggung terhadap 

tuntutan hukum  pihak ketiga. 

d) Jasindo Aviation & satelit 

Asuransi penerbangan dan Satelit Asuransi Jasindo menawarkan 

produk asuransi penerbangan yang memberikan jaminan 

perlindungan untuk semua operasi penerbangan terhadap bahaya 

yang tercakup dalam ketentuan polis asuransi berbahaya. Seperti 

risiko terhadap badan pesawat, tanggung jawab kepada pihak 

ketiga, kecelakaan diri, kehilangan lisensi dan tanggung jawab 

penanganan di darat. Selain produk asuransi penerbangan, Asuransi 

Jasindo juga menawarkan produk lindung nilai satelit pada saat 

pra-peluncuran, peluncuran dan saat satelit berada di orbit. 

e) Jasindo Surety 

Suatu bentuk jaminan yang diminta oleh kreditur (agen kontraktor) 

dari prinsipal (agen kontraktor) atau dari tertanggung  untuk 

mengkonfirmasi kemampuan prinsipal untuk melakukan pekerjaan 

berdasarkan kontrak/perjanjian penjaminan, penjaminan, 

penjaminan dan  bank garansi yang setara. 

f) Jasindo Bidang Kelautan (Marine) 
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Jasindo menawarkan rangkaian produk asuransi yang dimaksudkan 

untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kerugian  yang 

tidak disengaja dan konsekuensial akibat transportasi dan aktivitas 

terkait. Dengan jaminan ganti rugi atas kerugian akibat kerusakan 

fisik serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. 

g) Jasindo Minyak & gas (Oil & gas insurance) 

Menawarkan jaminan ganti rugi untuk kerusakan atau kerugian 

tertentu pada operasi industri minyak dan gas, baik di darat 

maupun di lepas pantai. 

   

B. Pembahasan  

1. Implikasi hukum PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Saham BPUI terhadap pemenuhan kewajiban PT. 

Asuransi Jasa Indonesia cabang Malang kepada nasabah. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Malang merupakan 

penegelolaan Dana Asuransi bagi Nasabah wilayah Malang. Bentuk Badan 

Usaha Jasindo merupakan Perseroan Terbatas sebagaimana Nama yang 

terpampang dibagian depan.
37

 Adapun tugas daripada Cabang Malang 

yaitu Mengelola Dana tertanggung untuk meinvestasikan modalnya 

sebagai rencana masa depan apabila teradi resiko atau kebutuhan berbagai 

macam apapun sesuai dengan produk yang ada dalam AsuranSi JASINDO. 

Namun JASINDO Malang sendiri tidak hanya berkutat di Daerah Malang 

                                                             
37

 Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
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saja, Melainkan beberapa kota sekitarnya. sebagaimana penjelasan Bapak 

Wawan Selaku Informan pada penelitian ini yang akan peneliti paparkan 

sebagai berikut: 

“Asuransi JASINDO cabang Malang tidak hanya menjangkau daerah 

Malang saja, melainkan ada beberapa kota yang menjadi 

Ruanglingkupnya, yaitu Pasuruan, Blitar, Lumajang, dan 

Probolinggo. Dimana Cabang Malang disini merupakan Cabang 

Terbaik posisi kedua daerah Jawa Timur.”
38

 

Dari paparan wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Cabang 

Malang merupakan cabang dengan posisi terbaik dalam pengelolaan 

sistem perusahaan dan menjadi tempat pelayanan terbaik bagi para 

Nasabah di dalam kota maupun luar kota.  

“Optimalisasi pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam Negeri 

dilakukan dengan menempatkan sebanyak-banyaknya ertanggungan 

ulang asuransi pada perusahaan Asuransi dan/atau perusahaan 

Reasuransi dil dalam Negeri, Baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama, dengan dengan tetap memperhatikan prinsip 

manajemen risiko, terutama penyebaran risiko”
39

  

Optimalisasi kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara 

harapan konsumen dengan pelayanan yang sebenarnya diberikan. Dengan 

kata lain,  seberapa jauh  keinginan itu berbeda dengan kenyataan 

pelayanan.  

                                                             
38

 Wawan, Wawancara (Malang, 14 Oktober 2021) 
39

 Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 



56 
 

 
 

 Bisnis jasa sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan. 

Karena yang dijual oleh perusahaan jasa bukanlah komoditas, melainkan 

jasa yang dinilai dari kualitas jasa yang baik. Dapat dikatakan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan tulang punggung dari sebuah bisnis jasa. 

Kualitas pelayanan yang baik akan menarik lebih banyak konsumen. 

Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor penilaian konsumen terhadap 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kualitas pelayanan yang 

diterima konsumen dinyatakan sebagai derajat perbedaan antara harapan 

atau keinginan konsumen dengan tingkat yang dirasakan.
40

 

Perusahaan Asuransi dengan Nasabah erat kaitannya dalam 

hubungan hukum yang telah ditentukan, sebagaimana peneliti uraikan 

berikut ini; 

a. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Asuransi 

Di dalam Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan 

mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 

tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” 

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Usaha Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dengan 

                                                             
40

 Yunita Hasrina, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Asuransi Terhadap Tingkat Kepuasan 

Masyarakat di PT. Jasa Raharja KPJR Pangkalan Balai,” Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol 

16, no 3 (2018):133 
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mana pihak penanggung (Perusahaan Asuransi) mengikatkan diri 

kepada tertanggung (Nasabah Perusahaan Asuransi), dengan 

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul 

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.” 

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian disebutkan bahwa: 

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan 

untuk:” 

1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang 

polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, 

kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau 

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

pasti; atau  

2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 
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dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

Menurut Pasal 257 ayat (1) KUHD disebutkan bahwa: 

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; 

hak-hak dan kewajiban- kewajiban bertimbal-balik dari si 

penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, 

bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”  

Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

hukum antara perusahaan asuransi dengan nasabah tertanggung adalah 

suatu perjanjian. Suatu kontrak asuransi menjadi mengikat dan 

menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak setelah para pihak 

dalam kontrak asuransi  mencapai kesepakatan atau mufakat, meskipun 

kesepakatan tersebut hanya dibuat dari mulut ke mulut dan kontrak, 

Polis asuransi belum ditandatangani.
41

 

Sedangkan menurut Molengraff, preferensi di sini memiliki arti yang 

luas, yaitu  yang dapat dinilai dengan uang dan yang tidak dapat dinilai 

dengan uang seperti hubungan keluarga, jiwa, istri dan anak.  

 Misalnya, asuransi jiwa dalam Pasal 264 Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang mengatur bahwa asuransi dapat diberikan tidak hanya 

untuk kepentingannya sendiri tetapi juga untuk kepentingan pihak 

ketiga.  

 Bunga adalah syarat mutlak atau esensial untuk mengadakan kontrak 

asuransi. Jika ini tidak dihormati, perusahaan asuransi tidak 
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Grafindo, 2003), 35 



59 
 

 
 

berkewajiban untuk mengganti kerugian.
42

 

b. Polis  

Dalam kontrak asuransi, polis asuransi merupakan bukti tertulis 

atau kesepakatan tertulis antara para pihak dalam kontrak asuransi. Polis 

asuransi menjaga konsistensi tanggung jawab penanggung dan 

tertanggung. Dengan polisi, partai memiliki kekuatan hukum. Polis 

asuransi adalah bukti keaslian yang dapat digunakan tertanggung untuk 

mengajukan klaim jika penanggung tidak menyadari kewajibannya. 

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung akan sangat berguna untuk 

mengembalikan tertanggung ke posisi semula sebelum tertanggung 

mengalami kerugian dan mencegah tertanggung bangkrut. Kontrak 

asuransi juga merupakan bukti pembayaran premi  kepada penanggung.  

Polis pengaturanya terdapat di dalam Pasal 255 KUH Dagang 

yaitu: “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu 

akta yang dinamakan polis.” Polis asuransi memang bukan syarat 

mutlak untuk perjanjian asuransi. Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUH 

Dagang yaitu:  

“Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan 

tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis 

ditandatangani.”  

Dari rumusan pasal tersebut ditentukan bahwa perjanjian asuransi 
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terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, meskipun polisnya 

belum ada. Oleh karenanya perjanjian asuransi dikatakan sebagai 

perjanjian konsensuil.
93

 Namun berdasarkan Pasal 258 ayat (1) KUH 

Dagang yaitu:  

“Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, 

diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah 

lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada 

suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”  

Pada kalimat pertama dalam Pasal tersebut, pengertian “tulisan” 

adalah polis, sedangkan “tulisan” pada kalimat terakhir bukan polis.
94

 

Permulaan pembuktian selain polis dalam perjanjian asuransi antara 

lain: korespondensi antara para pihak, catatan makelar asuransi, nota 

penutupan, dan sebagainya.
95

 Di dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH 

Perdata disebutkan bahwa:  

“Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah 

segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa 

tuntutan diajukan, atau orang yang diwakili olehnya dan yang 

memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa 

yang diajukan oleh seseorang.”  

Di dalam Pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa 

sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap perkara bahkan 

apabila tidak ada upaya lain untuk membuktikan tuntutan tangkisan 

yang diperintahkan penyumpahannya itu. 
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Dari ketentuan Pasal 255 juncto Pasal 257 ayat (1) juncto Pasal 

258 ayat (1) KUH Dagang, meskipun polis bukan merupakan syarat 

mutlak untuk perjanjian asuransi, namun polis memuat isi lengkap dari 

perjanjian asuransi mengenai hak dan kewajiban para pihak. Polis 

merupakan bukti yang sempurna mengenai perjanjian asuransi, karena 

jika tidak ada polis akan mempersulit pembuktian.
96 

Premi  adalah kewajiban  tertanggung kepada perusahaan asuransi 

berupa pembayaran berkala yang besarnya tergantung pada faktor-

faktor penyebab tinggi rendahnya tingkat risiko dan besarnya nilai 

pertanggungan. Jika probabilitas kerugian sangat tinggi, premi yang 

dibayarkan juga akan lebih tinggi daripada pertanggungan yang 

probabilitas kerugiannya rendah. 

c. Implikasi Hukum  

“Dampak adanya PP No.40 Tahun 2020 dengan adanya aturan, 

dimana Jasindo beserta anggota yang lain tunduk sepenuhnya pada 

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal itu saya 

ketahui dimana Head Office kami dalam rapat bulanannya untuk 

laporan perkembangan usaha tidak lagi pada kementrian, 

melainkan kepada holding Asuransi, yaitu IFG LIFE. Tapi bagi 

saya, ini bukanlah suatu Implikasi hukum, melainkan suatu 

perubahan Hirarki pemerintahan untk Resufle kepemimpinan. 

Mengapa demikian? Karena di cabang sendiri belum ada praktek 

atau perubahan apapun.jika pun di pusat mengalami perubahan, itu 
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hanya di bagian back ofiice, dan tentunya saya tidak bisa 

memberikan informasi apapun kepada anda sebegai peneliti”
43

   

Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas menegaskan bahwa 

Dalam Asuransi Jasindo Cabang Malang sendiri tidak ada Implikasi 

Hukum yang terjadi, baik di Back Office maupun Head Office. Semua 

budaya kerja, struktural dan administrasi masih tunduk pada Undang-

Undang No. 40 Tahun 2014 Perasuransian dalam lingkup perusahaan, 

namun tidak dengan lingkup Holding Perasuransian, sebagaimana 

paparan diatas dimana Head Office merubah rutinitas laporan 

perkembangan usaha beralih ke Holding Asuransi. Jika pun demikian 

lantas apa yang menjadi keuntungan bagi Asuransi Jasindo tersendiri? 

d. Produk  

“Keuntungan bagi perusahaan menjadi bagian darpada anggota 

Holding yaitu, dengan sebuah peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) dan dari segi pengembangan teknologi-teknologi 

di perusahaan jauh lebih baik. Dan begitupun dengan itu, dimana 

tingkatan dalam setiap pelayanan yang akan dipersembahkan 

kepada para masyarakat itu akan jauh lebih dari maksimal. Lain 

daripada hal tersebut, dimana dengan lebih banyaknya suatu yang 

melebihi kapasitas akan semakin bisa menjadi sesuatu yang 

membuat lebih banyak lagi suatu produk-produk yang nanti nya 

dibutuhkan dari pada masyarakat ataupun pemerintah. Dan dari 
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berbagai kapasitas yang kuat, holding asuransi dapat pula nantinya 

dengan lebih mudah untuk bekerja secara bersama-sama. Dimana 

hal tersebut sebagaimana suatu kerjasama mitra internasional 

dalam yang melaukakan suatu kerjasama dalam pengembangan 

produk”.
44

 

Membahas mengenai produk Asuransi Jasa Indonesia, dimana pada 

tahun yang kan datang dilangsungkan diversifikasi produk, sebagaimana 

kutipan wawancara berikut:  

“Asuransi Jasindo terdapat sebuah produk kredit, baik berupa 

pinjaman maupun jaminan, dan pada saat ini sudah mulai sedikit 

divakumkan dan pada akhirnya nanti akan kami hentikan 

pengoprasiannnya”.
45

 

Hal yang yang menyebabkan divakumkannya produk kredit di 

Asuransi Jasindo melainkan pada wilayah Malang, dikarenakan 

kurangnya minat dan jangkauan nasabah untuk kebutuhan pinjaman 

kredit. Dimna jasa yang paling dibutuhkannya dalah mengenai pertanian 

sebagaimana nasabah pada daerah Malang selatan.  

                                                             
44
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2. Pemenuhan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada nasabah 

pasca dikeluarkannya PP No. 20 Tahun 2020 ditinjau dalam 

perspektif hukum Islam 

Premi  adalah kewajiban  tertanggung kepada perusahaan asuransi 

berupa pembayaran berkala yang besarnya tergantung pada faktor-faktor 

penyebab tinggi rendahnya tingkat risiko dan besarnya nilai 

pertanggungan. Jika risiko kerugian sangat tinggi, premi yang dibayarkan 

juga akan lebih tinggi daripada  kerugian kecil. Asuransi syariah pada 

hakekatnya adalah suatu bentuk aktivitas pengambilan risiko antara orang-

orang sehingga orang lain menjadi penanggung atas resiko orang lain. . 

Pengambilan risiko bersama dilakukan atas dasar gotong royong, dengan 

masing-masing mengeluarkan dana kultus (tabarru)  untuk menanggung 

risiko. Dengan kata lain, Asuransi Syariah adalah suatu sistem dimana 

peserta mengkontribusikan sebagian atau seluruh iuran yang akan 

digunakan untuk membayar klaim, apabila terjadi klaim yang dialami oleh 

beberapa peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak  setiap 

peserta untuk saling menjalin  sesuatu untuk meringankan bencana yang  

menimpa mereka (risk sharing).
46

 

PT Asuransi Jasindo Syariah atau  dikenal dengan Jasindo Syariah 

adalah perusahaan asuransi umum dengan prinsip Syariah, pertama kali 

didirikan sebagai hasil pemisahan unit usaha Takaful (UUT) dari PT 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan telah beroperasi sejak 1 Mei. Tahun 
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2016 sesuai dengan keputusan Dewan Anggota Badan. Jasa Keuangan 

(DKOJK) KEP No.  22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang 

Perizinan Komersial di Bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah. 

Dengan beroperasi  penuh sebagai bisnis yang berdiri sendiri, Jasindo 

Syariah mampu tumbuh dan berkembang lebih cepat dan sebagian besar 

komponen ekuitasnya dimiliki oleh perusahaan asuransi terkemuka dan 

berpengalaman, tinggi dan  dikenal sebagai perusahaan yang dapat 

dipercaya dan dipercaya, Jasindo Syariah. sebagai bagian dari grup usaha 

Asuransi Jasindo, akan menawarkan pilihan asuransi yang lebih luas 

kepada nasabah, dengan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan menggunakan prinsip syariat Islam.
47

 

Pada dasarnya dalam ajaran Islam (hukum Islam) telah terdapat 

referensi yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-

menolong (ta‟awun) antara sesama manusia, seperti yang terdapat dalam 

firman Allah  

ٜ ٰٛ ا ٌخَّمْ َٚ ٌْبشِِّ  ا ػٍََٝ ا ْٛ ُٔ َٚ حؼََا َٚ   ۖ  ِْ ا  َٚ ٌْؼذُْ ا  َٚ  ُِ ا ػٍََٝ الْاِ رْ ْٛ ُٔ َٚ لَا حؼََا ا حَّمُٛا اٰللَّ  ۖ   َٚ َّْ اٰللَّ  ۖ   َٚ اِ

ٌْؼِمَا بِ   شَذ٠ِْذُ ا

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Mā‟idah {5}: 2).
48
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Berdasarkan ayat tersebut peneliti berkesimpulan bahwa asuransi 

syari‟ah mempunyai prinsip saling membantu dan saling tolong-menolong 

(social oriented) antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi 

musibah atau bencana (peril).  

Oleh karena itu, keberadaan asuransi jiwa dalam pembiayaan 

membantu mengatasi risiko atau bencana yang akan terjadi di kemudian 

hari. Adanya asuransi jiwa akan memudahkan bank dan nasabah untuk 

mengatasi segala risiko yang timbul. Asuransi jiwa di bidang perbankan 

merupakan produk kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi 

yang dikenal dengan bancassurance. Selain itu, kerjasama ini juga 

dilakukan oleh organisasi atau organisasi yang telah memiliki kompetensi 

yang memadai di bidangnya.
49

 Namun, setelah terpapar dengan praktik-

praktik yang ada dalam asuransi konvensional, telah terjadi pergeseran 

dalam asuransi syariah, terutama dalam memasukkan ilmu ekonomi yang 

notabene cenderung mencari keuntungan komersial (Profit Oriented) 

dengan pikiran kepada masyarakat, sebagai core value. penemuan dalam 

ajaran Islam.
50

  

Dalam asuransi jiwa yang diterapkan pada Bank, nasabah tidak 

mengetahui kapan  nasabah akan menerima timbal balik berupa klaim. 

Dari  wawancara yang saya lakukan, dikatakan bahwa adalah mungkin 

untuk mengajukan klaim  ketika klien wakaf meninggal. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika klien mampu mengembalikan hibah dan 
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pelanggan tidak meninggal, maka pelanggan tidak dapat  mengklaim. 

Meskipun risiko kematian merupakan  risiko yang  tidak pasti dan tidak 

diketahui, namun mengandung unsur gharar (ketidakpastian).  

Dalam asuransi jiwa yang diterapkan pada bank, nasabah tidak 

mengetahui kapan nasabah akan menerima resiprositas sebagai klaim. Dari 

wawancara yang saya lakukan, dikatakan bahwa dapat diajukan ketika 

pelanggan wakaf meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

pelanggan dapat mengembalikan uang saku dan pelanggan tidak 

meninggal, maka pelanggan tidak dapat  mengklaim. Meskipun risiko 

kematian merupakan  risiko yang  tidak pasti dan tidak diketahui, namun 

mengandung unsur gharar (ketidakpastian).  

Pembiayaan asuransi berupa asuransi jiwa  dilakukan oleh Bank 

Syari'ah Aceh dengan menggunakan akad kafālah. Kafalah artinya 

menahan atau menopang sesuatu. Kafālah adalah jaminan oleh 

penanggung (pihak ketiga),  berupa jaminan diri dan hak kepada pihak 

kedua mengenai hak dan kewajiban pihak kedua terhadap pihak lain (pihak 

pertama). Dalam operasional bank syariah, akad kafālah adalah akad yang 

memuat kesepakatan salah satu pihak dalam hal ini perusahaan asuransi 

yang di dalamnya terdapat tanggung jawab (sebagai 

penanggung/penjamin) untuk melaksanakan hak nasabah (tertanggung) 

atas kebutuhan kreditur yaitu bank. Awalnya, kafālah setara dengan aman, 

yang berarti jaminan seperti yang disebutkan di atas. Namun dalam 

perkembangannya, kafālah identik dengan keamanan pribadi yang 
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diasuransikan sendiri, sedangkan aman identik dengan keamanan berupa 

kepemilikan mutlak. Padahal, bank garansi sebagaimana diatur dalam surat 

edaran Direktur Bank Indonesia (SEBI) No: 23/7/UKU,  18 Maret 1991, 

dinyatakan oleh bank dalam komitmen tertulis. jika, di masa depan, 

obligee gagal memenuhi kewajibannya terhadap penerima jaminan 

berdasarkan syarat dan ketentuan yang  ditentukan.
51

  

Dalam fatwa tentang kafālah tersebut di atas, terlihat bahwa kafālah 

dapat disertai dengan ujrah atas jaminan yang diberikan. Untuk jaminan 

tersebut, DSN Fatwa  tentang kafālah, memberikan wewenang kepada 

penjamin pada saat klien meminta ujrah. Jaminan merupakan  bentuk 

pelayanan yang mau tidak mau menghasilkan ujrah. Hal ini terlihat dari 

Fatwa DSN yang mengatur produk lembaga keuangan syariah dengan 

akad kafālah, mengangkat ujrah dalam pelaksanaan akad. Dewan Syariah 

Nasional juga telah mengeluarkan Fatwa No. 74/DSNMUI/I/2009 tentang 

Jaminan Syariah yang mendefinisikan bahwa Jaminan Syariah adalah 

jaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Dalam fatwa 

tersebut disebutkan bahwa:
52

   

a. Imbal jasa kafālah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan 

untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari‟ah (kafālah 

bil ujrah).  
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b. Ta‟widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.  

c. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan 

pembayaran kewajiban yang diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan daripada penelitian ini, penelti memberikan 

kesimpulan untuk lebih menyederhanakan pemahaman terhadapa hasil 

daripada penelitian ini; 

1. Berdasarkan paparan hasil wawancara penelitian diatas yang telah 

dilakukan oleh peneliti adalah bahwasannya tidak terjadi Implikasi 

hukum apapun pada Asuransi Jasindo Cabang Malang. Dampak yang 

terjadi adalah hanya pada bentuk Administratif dan strukturalnya saja, 

namun tidak dengan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Jaisndo 

kepada Nasabah. Aturan dan alur pengajuan dan sebagainya semua 

berjalan sesuai dengan yang dilakukan sebelumnya. Tetap mengacu pada 

Undang-Undang no 40 tentang Perasuransian tahun 2007. Sebagaimana 

yang peneliti analisikan dibawah ini: Hubungan Hukum Perusahaan 

Asuransi Dengan Nasabah Asuransi. Di dalam Pasal 246 KUHD 

disebutkan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu 

perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada 

seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya 

karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” 
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2. Pada dasarnya dalam ajaran islam (hukum islam) telah terdapat referensi 

yang jelas tentang adanya semangat untuk melakukan tolong-menolong 

(ta‟wun) antara sesama manusia. Semangat inilah yang menjadi dasar 

adanya asuransi pada tahap awal. Asuransi sebagai satu wujut usaha 

dalam pertanggungan yang melibatkan antara sekelompok orang di satu 

pihak dan perusahaan asuransi, sabagai lembaga pengelola dana di pihak 

lain, telah mengangkat “isu” utama saling menanggung dalam 

menghadapi musibah atau bencana. Dilihat dari bawaan yang tertera 

dalam teks-teks absolute (al-qur‟an dan sunnah), maka nilai dasar dari 

asuransi syariah mempunya sifat social oriented, yaitu sebuah nilai yang 

didasarkan pada semangat saling membantu daan saling menolong antara 

sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah. Tetapi setelah 

bersentuh dengan praktik yang ada dalam asuransi konvonsional terjadi 

pergeseran pada asuransi syariah, yaitu dengan mengkombinasikan 

semnagat ekonomi yang nota bennya cebdrung mengejar keuntungan 

bisnis (profit oriented) dengan semngat social orianted, sebagai nilai 

dasar yang digali dalam ajaran islam. Apabila kerugian itu menimpa 

salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan mereka 

itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka 

 

B. SARAN 

Peneliti sebagai penulis Penelitian ini menyadari masih banyak kekurangan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis tidak tidak membahas 
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banyak mengenai Jainso Pusat dan Jasindo Syariah. Oleh sebab itu, peeliti 

berharap di penelitian selanjutnya dapat lebih baiklagi dan menyempurnakan 

hasil penelitian ini.  

. 
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